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Assalamu ‘alaikum Wr. Wb,

eraya mengucapkan Alhamdulillah dan shalawat atas

Rasulullah SAW serta pengikut beliau, kami pada

kesempatan ini menyambut gembira atas penerbitan
buku ini. Buku yang berjudul MUAMALAT DALAM TRADISI
MASYARAKAT BANJAR DALAM PERSFEKTIF HUKUM
ISLAM karya H. M. Hanafiah yang sekarang berada ditangan
Bapak/Ibu ini merupakan salah satu karya monumental dalam
kajian hokum Islam Islam khususnya berkaitan dengan Hukum
Keluarga pada Masyarakat Banjar.

Pada awalnya buku ini adalah Disertasi pada Program
Pascasarjana IAIN Sunan Ampel, Surabaya, karenanya kami
meyakini bahwa isi yang terkandung didalamnya merupakan
sebuah kajian komprehensif, yang sangat bermanfaat untuk di
ketahui dan dibaca bagi khalayak banyak.

Kami mengharapkan penerbitan buku ini dapat menjadi
motivasi mahasiswa dan dosen untuk lebih menghasilkan karya
ilmiah yang bermutu dan layak untuk dikonsumsi publik.

Upaya-upaya publikasi ilmiah dan penerbitan ke depan terus
kami galakkan untuk menciptakan kultur akademik bagi dosen dan
mahasiswa. Dengan banyaknya hasil karya dosen dalam bentuk
buku ilmiah menandakan adanya upaya untuk terus melestarikan
khazanah intelektual masyarakat kampus dan usaha pencapaian
pada visi IAIN Antasari Banjarmasin sebagai Pusat Pengembangan
Keilmuan Multidisipliner yang unggul dan berkarakter.
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Harapan kami, semoga buku ini tidak hanya bermanfaat bagi

masyarakat Dosen/Mahasiswa atau siapa saja yang peduli terhadap
pendidikan.

Alhchimya kami menyampaikan terima kasih, atas penerbitan
buku ini semoga menjadi pendorong bagi Saudara dan rekan-rekan,
untuk lebih produktif melahirkan karya ilmiah lainnya.

Wassalamu alaikum Wr. Wb,

Banjarmasin, Juli 2012

Prof. Dr. H. Akh. Fauzi Aseri, M.A.

e Mu'‘amalat dalam Tradisi Masyarakat Banjar

TRANSLITERASI ARAB INDONESIA

Indonesia Arab Indonesia
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Sumber : Kate L. Turabian, A Manual of Writers of Terms Papers, Theses, and
Disertations (Chicago and London: The University of Chicago Press. 1987)

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka
caranya dengan menuliskan coretan horisontal (macron) di atas
huruf, seperti @,  dan u (34 ). Bunyi hidup dobel (dipthong)
Arab, ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf ‘ay’ dan
‘aw’ seperti, layyinah, lawwamah. Kata yang berakhiran fa’
marbutah dan berfungsi sebagai sifah (modifier) atau mudaf ilayh
ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai
mudaf ditransliterasikan dengan s i
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Allah SWT atas segala anugerah, nikmat, rahmat,
taufiq serta hidayah-Nya jualah, sehingga penulis
dapat menyelesaikan penulisan dan penyusunan buku ini.

P uji syukur penulis panjatkan segalanya hanya kehadirat

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa selesainya penulisan
dan penyusunan buku yang berupakan disertasi saya di IAIN Sunan
Ampel Surabaya ini tidak terlepas dari bantuan dan partisipasi
berbagai pihak, oleh karena itu pada tempat-Nya lah penulis
menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-
tingginya atas segala jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada
penulis. Secara khusus ucapan terimakasih dan penghargaan ini
penulis sampaikan kepada:

1. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. H. Nur Syam, M.Si., selaku
Rektor IAIN Sunan Ampel Surabaya, para pembantu Rektor
dan seluruh jajarannya.

2. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. HM. Ridwan Nasir, MA dan
Bapak Prof. Dr. H. Ahmad Zahro, MA., selaku Direktur dan
mantan Direktur Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya,
yang mana penulis berada dan kuliah sampai pada saat
selesainya penulisan buku ini berada pada periode
kepemimpinan Bapak Prof. Dr. HM. Ridwan Nasir, MA. Dan
Bapak Prof. Dr. H. Ahmad Azhro, MA.
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3. Y‘“?g terhormat para asisten direktur, baik yang berada pada
periode kepemimipnan Bapak Prof. Dr. H. Ahmad Zahro, MA.
Maupun pada pesipde kepemimpinan Bapak Prof. Dr. H. M.
R_'d‘“’-" Nasir, M4, Beserta seluruh jajarannya, termasuk juga
gldalamnya seluny pegawai perpustakaan Pascasarjana [AIN

unan A‘mpel Strabaya. Mereka semua tanpa kenal lelah
melayani sertzf Mengayomi penulis selama berstudi pada pro-
gram Pascasarjana] AIN Sunan Ampel Surabaya hingga penulis

sampai i
pal merampungkan dan menyelesaikan penulisan dan
penyusunan buku jpi

4. Yang terhormat promoter Bapak' Prof. Dr. H. M. Ridwan Nasir,
MA. Dan Bap.ak Prof. Dr. H. Ahmad Zahro, MA. Terimakasih
banyak penulis sampaikan atas kesabaran dan kesediaannya
meluangkan wakty untuk membimbing, mengarahkan serta
menghantarkan penelitian ini menjadi sebuah karya yang
berharga seperti Yang ada ini.

5. Seluruh Dosen tercinta pada Program Doktor IAIN Sunan
Ampel Surabaya yang dengan ikhlas memberikan banyak ilmu
pengetahuan dan wawasan yang bermanfaat kepada penulis
S‘_’-‘Ia"jla penulis mengikuti perkuliahan khususnya yang penulis
cintai Bapak Prof. Dy, H. Nur Syam, M.Si., Prof. Dr. Ha. Ahmad
Zahro, MA., Prof. pr, H. Amim Abdullah, MA., Prof. Dr. H.
M. Roem R?Wi, MA., Prof Dr. H. Thoha Hamim, MA.., Prof.
Dr. _H-_ Husein Aziz MA , Prof Dr. H. Bisri Affandi, MA., Dr.
Zuliati Rohmah, M. p{__ Prof. Dr. H. Shonhaji Saleh, MA. I;rof.
Dr. H. Achmad Jaiiyuri, MA., Prof. Dr. H. Ali Haidar, rva.

6. Seluruh teman dan sahabatku Program Doktor angkatan 2008
kelas khusus sepeiti H. Hamzah Tuaeleka, M. Mohyuddin,
Ahl'[‘lad Kamal, H. Ryslam, H. Hasyim Samduhi, H. Hanifuddin,
Syaikhul Islam dan [in-lain. Dengan do’a dan harapan semoga
kebersamaan dan peersaudaraan kita tetap terjalin dan tidak akan

pernah lekang ?ilﬂaﬂkan zaman serta senantiasa mendapat ridlo
dan berkah dari Allja;, SWT. Amin.

Masyarakat Banjar

7. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. H. Akh. Fauzi Aseri, MA.

Selaku Rektor IAIN Antasari Banjarmasin, yang berkenan telah
memberikan izin kepada penulis untuk meninggalkan tugas
pokok sebagai Dosen, disamping juga telah banyak memberikan
bimbingan serta motivasi, khususnya dalam penulisan dan
penyusunan buku ini. Para pembantu Rektor dan teman-teman
di lingkungan IAIN Antasari, yang dengan penuh keikhlasan,
membantu, mendorong serta memotivasi penulis untuk dapat
menyelesaikan penulisan buku ini. khususnya temanku: Prof.
Dr. Ahmad Hasan, MH., Guru Dr. Sukarmi, M.Ag., Drs. Ruslan,
M.Ag., Drs. Noor Ipansyah, M.Ag., Drs. Nispan Rahmi, M.Ag.
dan lainya yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

8. Istri tercinta Dra. Hj. Warsiah, Anak-anakku: M. Rifky Indargiri,

S.HI., M. Afief Wahyudi, Ervina Wardatul Fikhriah dan M.

Azhar Maulana yang dengan sabar menunggu, menunggu dan

menunggu hingga bertahun-tahun aku tinggalkan keseberang
Jautan mencari ilmu dan menggapai cita-cita, kalian telah saling
bahu membahu menata, merawat serta melaksanakan kewajiban
rumah tangga. Menantuku Bulkis Tina dan Rini Widiyawati
serta cucuku Fathurrahman Qolby dan M. Fadhil Anwari.
Semogalah kesabaran, ketabahan serta kebersamaan kalian itu
menjadi “Ibadah dan Nur” dalam kehidupan rumah tangga kita,
dan kita menjadi keluarga yang “Sakinah, Mawaddah wa
Rohmah” sekali lagi dalam Ridlo Allah SWT. Amin.

9. Orang tua tercinta H. Usman (Alm) dan Hj. Salabiah (Almh)
yang telah melahirkan dan membesarkan, sehingga anakmu bisa
hidup dan menjadi orang seperti ini sekarang,
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Akhirnya penulis senantiasa berdo’a, semoga setelah penulis
selesai dalam perkuliahan di program Doktor ini, penulis masih
berkesempatan untuk belajar, belajar dan belajar lagi. Selanjutnya
kepada semua pihak yang telah disebut terdahulu penulis hanya
bias mendo’akan semoga Allah SWT membalaskan semua amal-
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bakti dan pengorbanan yang diberikan dengan pahala yang berlipat
ganda adanya sebagai amal jariah, Amin Yarobbal ‘Alamin.

DAFTAR ISI
Surabaya, 29 September 2011
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

udah menjadi sunnatullah bahwa manusia sebagai

makhluk sosial atau human society dalam memenuhi

kebutuhan hidupnya tidak bisa terlepas dari orang lain,
satu sama lain saling memerlukan. Aktivitas mu ‘amalat tidak bisa
terpisahkan dari kehidupan manusia. Dalam kegiatan mu ‘amalat
oleh Islam dimuati dengan berbagai aturan yang mengikat dalam
rangka menata hidup dan kehidupan manusia itu sendiri.
Sebagaimana yang telah diatur dalam al-Qur’an maupun al-Hadith.
Sebelum Islam datang, kepercayaan animisme dinamisme serta
ajaran Hindu-Budha telah berkembang di Indonesia. Tetapi
kepercayaan tersebut makin lama perkembangarnya semakin
menurun dan akhirmya digantikan oleh peranan [slam.!

Hukum Islam?® adalah hukum agama yang bersumber pada
wahyu. Wahyu yang datang dari Allah SWT bersifat absolut dan
mutlak benar, Hal ini berarti bahwa hukum Islam tidak boleh
berubah dan tidak boleh diubah. Ini pula yang melahirkan suatu

' S, [brahim Bukhari, Sejarah Masuknya Isiam Di Indonesia (Djakarta: P blicila, 1971),
29,

* Hukum Islam, dengan meminjam istilah Amir Syarifuddin, adalah seperangkat perafuran
berdasarkan wahyu Allah dan S h Rasul g tingkah lakw i kallaf yang
diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam Lihat
Amir Syarifuddin, Filsafar Hukum Isfam (Jakana. Bumi Aksara, tth), 9. Terlepas dari
perbednan pendapat tentang terminologi dar hukum Istam, syariah dan fikih. sebelumnyn
lidak ditemukan istilah hukum Islam dalam literatur klasik. Terjemahan hukum Islam
belakangan muncul setelah adanya kontak peradaban dan kebudiyaan Islam dengan Barat,
terutama setelah adanya orang-orang Barat, terutama sciclah adanya orang-orang Barat
yang mengadakan penelitian o ajaran Islam, mereka menerjemahkan syariah dan
fikih dengan Islamic lew (hukum Islam), sehingga jemahan ini populer di kalanga
mereka (Barat) dan juga di kalangan umat Islam sendin. Lihat Noel ). Coulson, A History
of Islamic Lavv (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1991), 149-152.
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asumsi bahwa hukum !SIS!ITI. adalah bcrsi.fa( statis, it .
mengalami perubahan dan _udak dapat bcI:rkLmban B5esuai g, My
perkembangan yang senanll?sa terjadi da a,,-! m“‘fyamkm "~ %
Asumsi inilah yang sampal.sckarnng masih d|pcnanyakan :;:'u
sejumlah besar ilmuan muslim.

Sejarah hukum Islam menyatakan bahwa perubapgy, hy
ferjadi bukan hanya dalam bidang hukum hasil ijtihad Ulamg, ajl:m
fetapi juga dalam bidang hukum yang ditentukan olc}, al-Qyy»
sendiri.* Oleh karena itu, sekitar pertengahan abad ke-7 \y. @ én
dengan abad ke-10 M.’ yang olch sejarawan hukyy, 12: ]
menyebutkan sebagai fase kesempurnaan dan keemasan hukﬂm
Islam, dimana pada fase ini chahirkan para ahli di bidang huk:m
Islam yang dikenal dengan “Aimmah al-Madhdhib* (parg i, a:
mazhab) yang menemukan dan merumuskan garis-garis besi
hukum Islam.” :

Sosial politik yang kondusil sangat berperan dap ikut
fncmpcngaruhi pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam say
Itu. Sebab dengan kondisi seperti ini secara otomatis ikut
mempengaruhi lajunya perkembangan dan pertumbuhan ilmu
pengetahuan di dunia Islam itu sendiri, yang kemungkinan
pengaruhnya sangat besar terhadap perkembangan pemikiran dan

;:‘:::“‘"‘ n Nasution, Islam Rasional (akarta; Mizan, 1995), 195

ks g D 2 sy

Khatugh )‘Mgm t'::“l-:dblil:"l\ sejcah lsham dikenal pada zaman Khalifah “Umar ibn
sebelumnya pads zamun R I‘"" Pembaginn Ilm_rm zukat kepada para mukallaf, yang
ini. Tidak diberikannyy | St para mukallaf ini mendapatkan bagian dari husta zaka
babia Islom di 2amman it TI zakat olch ‘Umar kepada para mukallaf ini dengan alusan
Ibid, 197408, VmE&OPteluh kuat dan tidak perlu lagi mendapatkan hanfudt

Libat Jait Mubarak, Seiarah
Ky, 2000), 67 «Sejarah dan Perkembangan Hydaun Isfam (Bandung: Remaj Rosdi

Menurut Tohy Jabir, sehagyim

4

uncul setelaby salalygy o na dkutip oleh Jaih Mubarok, bahwa mazhab fikih yoé

M‘aﬁlm* hr al-tahi'n,

DL uliran Ah.qp. yang berjumlah 13 o Leseluruhannyd

Nu'mp s hms::ﬂ{m;‘;ﬁ aJamd ‘ah, namun Fmr;mgrkcltﬂ dan mash

. v g Thibi (. 150 11y poog o, 2ab. yait Ab Hanifah 8-
IL). Imdm Malik ibn Anas al-Asbdhi (. |

(W. 204 H.) dan Muhammad ibn Hanbal (*

A
i amalyy dal
am Tradisy g
anorakar Banjar

pertumbuhan hukum Islam dan hal itu tanpa disadari ikut pula
menunjang kemajuan dan perkembangan peradaban umat Islam
dari semua aspek kehidupannya. Dengan demikian, hal ini akan
berimbas kepada munculnya berbagai persoalan di berbagai
dimensi kehidupan, dan hal ini pulalah yang ikut mendorong
lahirnya aktivitas ijtihad.”

Dengan munculnya berbagai produk pemikiran oleh para
ulama, baik yang berhubungan dengan akidah, ibadah maupun
hukum, sehingga hukum [slam dipandang sebagai sesuatu yang
dapat dan mampu merespon secara kreatif, inovatif dan fleksibel
tethadap berbagai macam persoalan hukum yang dihadapi oleh
umat Islam. Di samping itu, disadari atau tidak, perkembangan
hukum Islam mengalami dinamika gelombang pasang surutnya,
seperti apa yang terjadi pada akhir abad ke-10 M. Scbagai fase
kemunduran hukum Islam yang diwarnai oleh adanya dua
persoalan mendasar yang dihadapi umat Islam, yaitu isu dimana
tertutupnya pintu ijtihad, dan berkembangnya taklid.* Di kalangan
kaum muslimin para ulama dikala itu tidak lagi menggali hukum
dari sumber asasinya (al-Qur’an dan al-Hadith), akan tetapi semata-
mata mengikuti pendapat dari para Imam mazhab mereka masing-
masing,

Atas realitas dinamika yang dihadapi oleh para ulama saat
itu, dapat dikatakan bahwa telah terjadi pergeseran nilai, dimana
untuk menjadi seorang mujtahid tidak lagi harus menggali terhadap
sumber-sumber asasinya, tetapi cukup hanya dengan memperdalam
pemikiran para Imam mazhabnya saja. Kalaulah ada yang berhasil
melontarkan pikirannya tentang hukum itu hanya sckedar komentar

T 1stilah ijtihad terambil dari ukar kata johuda yang secarn harfich dapat diartikan dengan
sualu usiha yang optimal dan menanggung beban yang beral, atau dapat pula diartikan
dengan mencuralkan segala kemampuan atau menanggung beban,

* Maksud taglid adalah mengikuti suatu pendapat orang lain tanpa mengetahur dahil atau
dasar yang dijadikan pegangan dan pendapat ferscbut. Likat Zakariyd al-Ansar al-Shafl,
Ghvar al-Wasil: Sharh Lubb al-Usil (Surabaya: al-Hidayah, tth ). 150.

H.M. Hanafiah =¢ 3



‘

pinggir atas pikiran-pikiran Para

-catatan Ui
Al - ikenal dengan istilah sharp g, ) j‘:ul%
Hashi

yang dalam hal in! o .
perkacakepada dinamika S_O?‘Io-cl!\ultural yang terjag; i
masyarakat yang berkembang Seiring .e{lgan Pﬁ‘rkembangan n
u sendir, dan seyogYanya pula hal ini harus dijriny; oleh
Jinamisasi pemikiran dalam berbagai bida“g: fermg o
ialamnya bidang hukum, Khususnya hukum Isjap 1o Se;‘f j
betpaga persoalan yang muncul dan dihadapi magyqyy
erjawab dan terselesaikan dengan baik sesuaj dengap kg; d?
hukum ity sendiri. Sebab pada dasaqua fiian NBigy
disyariatkannya hukum adalah untuk memeliharg kemaﬂu:a[na
dan sekaligus menghindari kemafsadatan, baik dj dunia maa\&an
di akhirat. e
Segala kasus hukum, baik yang secara eksplisit diatur dalyy
al-Qur’in dan al-Hadith maupun yang dihasilkan melalyj ijtihag
harus bertitik tolak dari tujuan tersebut. Oleh karenanya, menuny
al-Juwayni, seseorang tidak dapat dikatakan mampu menetapka
hu‘kum dalam Islam sebelum ia dapat memahami kebenaran dui
tujuan Allzh menetapkan perintah dan larangan-Ny."
maﬁfnﬂ !:;"B dimaksudkan adalah kemaslahatan hakikidan
inilah yang me’n'aﬁit;n SN s b N TG Moe
" Sigare Yadi hikmah hukum yang dicita-citakan oleh syxrs
: na hukum. Dengan demikian hikmah suaty hukun
syara” adalah upgyk mewujudk lak
mea T OGUCKSR kemaslahatan dan men?
mL sharly adalah komengar atau penjelasan dari suatu pendapat gebelumnyh

= vah p .
Perelian dan kmmm“c::@}l catatan pinggir dari suatu karya (Kitab) yang "
LT Stpenulis (pengarang kitab tersebut).

ad) Permong. iner
Era Goba (I \ Dinamisasi Hukum Islam dalam Menjawab Tantango" o
" Ab gy Demak ress, L, 17,
25 g Aeluwayn 4y 400 H
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kemudaratan. Bahkan, menurut Abii Zahrah, tidak ada satu hukum-
pun yang disyariatkan, baik dalam al-Qur’an maupun al-Hadith,
melainkan di dalamnya mengandung kemaslahatan."

Kajian secara induktif (istigra") terhadap hukum Islam
ditemukan bahwa maslahat merupakan faktor utama yang
menentukan suatu hukum."” Dalam hal ini jelaslah bahwa maslahat
adalah sandaran penting dalam pelaksanaan hukum Islam.
Kedudukan al- ‘urf menurut mayoritas sarjana modern sebenarmya
bukan sekadar bergantung kepada dukungan nas terhadap al-‘urf
itu sendiri, bahkan kedudukan al- urf adalah berasaskan kepada
pengenalan Islam terhadap fungsi maslahat demi memelihara al-
magdsid al-shari'ah."

Dalam menjelaskan hal ini, al-Shatibi menegaskan apabila
al-shari‘ah mengenalkan al-'wrf atau al-‘ddah sebagai satu
sumber, al-shari‘ah sebenarnya telah berusaha untuk menjaga
kemaslahatan masyarakat.'> Sedangkan dalam proses al-giyas,
‘illah adalah fakior yang memunculkan maslahat.' Oleh karena
itu al-‘urf sebagai unsur yang memunculkan pelaksanaan al-
magisid al-shari‘ah dalam masyarakat, Islam menempatkan al-
‘wrf sebagai sesuatu bentuk untuk menghindarkan kemafsadatan
masyarakat. Sebagaimana firman Allah SWT di dalam al-Qur’an:
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i Muhammad Ab Zahrah, Usil al-Figh (Mesir: Dir al-Fikr al-"Ardbi, 1958), 366.
" Lihat Muhammad dl-Tahir Ibn *Ashur, Magdsid al-Shari‘ah al-Islimtyah. (' Amman:
Dir al-Nafa'is, 2001), 299.
M Lihat Mohd Daud Bakar, “The Discerment of Maslahah tn Islamic Legal Theory”,
Monograf Sycriah, Bil 4, Mei 1996, h. 105,
5 Theakiimbin Miisa al-Shaibi, al-Minvifugdl fi Usil al-Sharl ‘ah (Beirut: Dar al-Kutub al-
*Iimiyyah, 2003), Jilid. 11, 219.
1% Lihat Muh d Sa'id Ramadan al-Buti, Dawabif al-Maslahah fi al-Shari'ah al-
Istamiyyah (Beirut Resalah Publishers, 2001), Cet. VII, 193.
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{|-'ddah atau al- ‘wrf adalafh suatu kebiasaap yang (g
menjadi rutinitas yang baik sesual deflgan kebutuhan mnsyam;h
iru sendiri. Pemikiran, budaya dan kebiasaan kelompok mas)’a:akal
\ane telsh lama terjadi dan bahkan menjadi ‘ketentugy, ticl:lI
berlis” terhadap keperluan yang mendesak dalam “kti\-;tak
masyarakat, sebab dalam kegiatan masyarakat sudah barang ten::
senantiasa merujuk kepada kebiasaan mereka. Seandainys Islam
melarang kegiatan yang menjadi kebiasaan masyarakat, sudah
barang tentu akan menimbulkan kerusakan dalam masyarakat. Hal
ini sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dalam al-Qur’iy
itu sendiri.
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Meskipun demikian seandainya kebiasaan dalam masyarakat
itu membawa kerusakan kepada mereka, maka al-Qur’an tetap
men.gbzr:mk:lnnya sekalipun kebiasaan tersebut telah mendarah
daging didalam kehidupan mereka. Contohnya pengharaman
khamar, yang }(erhdatipun telah menjadi suatu kebiasaan yang
m;{‘dmh daging dala:_n masyarakat Arab pada masa dahulu
Sehingea agak sukar bagi mereka untuk meninggalkannya, namun
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Faktor ukuran terhadap kedudukan al-‘urf itu bukanlah
semata-mata bergantung kepada pandangan masyarakat
sepenuhnya, tetapi yang menjadi ukuran disini adalah
kemaslahatan yangz berpijak kepada ketentuan hukum yang termuat
didalam kebiasaan masyarakat itu sendiri. Dengan kata lain bahwa
al-‘urf itu sesungguhnya merupakan unsur yang mendasar dalam
terciptanya kemaslahatan yang merupakan semangat al-shari'ah
yang harus direalisasikan,

Menurut para ahli hukum bahwa peranan doktrin al-'wrf
terbukti sangat penting dalam penentuan hukum terutama hukum-
hukum mu ‘amalat (ahkam al-mu'dmalat). Sccara umum bahwa
al-figh al-mu‘dmalat meliputi semua aspek yang melibatkan
kontrak dan perilaku sosial antara manusia dalam sekelompok
masyarakat yang bersifat keduniaan, dan sering disebut dengan
istilah al-'ddah, sebagaimana yang sering digunakan oleh al-
Shatibi.'® Contohnya jual beli, sewa menyewa, kontrak, perjanjian,
bahkan termasuk juga didalamnya peminangan dan perkawinan.
Lain halnya dengan bidang ibadah. Dalam bidang ibadah
melibatkan hubungan manusia secara langsung dengan Allah,
seperti sembahyang, puasa dan haji.*

Al-'wrf menjadi lebih berperan dalam aspek hukum dalam
bidang mu’amalat daripada bidang ibadah karena terdapat asas
yang berbedaantara kedua bidang tersebut. Menurut Ibn al-Qayyim
al-Jawziyyah, asal hukum pada semua bentuk mu'amalut atau al-
‘ddah adalah boleh, kecuali ada dalil yang menentukan lain.
Berbeda dengan aspek ibadah, yang dianggap haram pada hukum
asalnya, kecuali ada dalil-dalil lain yang menctapkan hukumnya.*'
Hal ini menunjukkan bahwa Islam menjadikan al- ‘urf dalam svatu

¥ Lihat Muhammad ‘Uthman Shabir, al-Mu'dmalah al-Malyyah al-Mu'agirah (Jordan:
Dir al-Nafa'is, 2001), 10.

» Ibid., 10.

U Lihat Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, /Tam al-Miswaggin “An Rabb al-'Alamin (Bewut
Dir al-Fikr, 1.th)), Juz. 1, 355,
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Hal ini dijelaskan lagi dengan adanya dokirin istishap gy,
teori ustl figh Dalam teori istishab, bahwa manusia djang;m
bebas dari semua bentuk tanggungan, serta bebas untuk melakuky,
apa saja bentuk kontrak.”? Disamping itu, manusia tidak terbebap;
untuk melaksanakan semua bentuk ibadah atau kegiatan rity,)
keagamaan selama tidak ada dalil yang jelas dalam penentyag
bentuk ibadah. Ibadah yang dilakukan tanpa adanya dalil yang
jelas, dapatdigolongkan dalam bentuk perbuatan bid'ah, sementarg
itu bid’ah dalam berbagai bentuknya adalah ditolak oleh 4/-
shari‘ah*

Selain daripada sifat fleksibel istishab tersebut, menurut Yusuf
al-Qardawi, bahwa al-Qur’an dan al-Sunnah sebenarnya hanya
memberikan _m’nsip-prinsip umum dalam hal-hal yang berkaitan
dengan mu'amalat. Allah memberikan ruang yang cukup luas
kepe.xda para mujtahid untuk melakukan ijtihad berdasarkan kepada
If:?:;ﬂsnf::g ada pada masa itu. Bahkan Rasulullah SAW sendiri
diwmiat::an bahwa dalam. lhal persoalan mu'amalat
bh l::;'m di;myamkal sendiri oleh karena merckalah yang

persoalan-persoalan tersebut. Sebagaimana
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DariAnas r.a sesunggulmya Nabi SAW ielal melewati suatu kaum
(penduduk) yang sedung menyerbuki pohon kurma, maka Nabi bersabda
 jikalaw kamu tidak melakikannya niscaya baik? Kemudian Sisan muncul
dihadapan mereka seraya berkata : Apa yang Jkamue lakukan terhadap
furma kamn (penduduk)? Mereka (penduduk) menjawab : engkau
katakan seperti ini dan seperti itu. Lalu Nabi menjelaskan : kamu lebilt
tahie hal itwal dunia kamu. Apabila aku melarang sesuali maka
linggalkanlah dan apabila aku perintahkan maka laksanakanlah

semampuniu (HR. Muslim)
L'u\.-J'.i.im_,.oicr‘.ingmwaﬁlalwﬁu.guby
Jsi e 1o My o o Y ek o) JUB gy ot JG eyl
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“Dari Aishah ra ; Sesungguhnya Nabi Muhammad SAIV telal
mendengar suara. Lalu Nabi bertanya kepada Sahabat : Ada apa dengan
suara itu. Sahabat menjawab : Ada pekerjaan pengawinan korma Nabi
bertanya lagi - Jika sekiranya pengawinan itu tidak dilakukan apa tidak
masalah. Seraya sahabat memberitahukan kepada Nabi. Nabi pun
bersabda - Jika sekiranya sesuatu ity urusan dunia kamu, maka
wruskanlah dengannya, dan kalau sekiranya it wrusan agama kamu
muka kembalikanlah kepada aku.

3 Muslim Bin al-Hajaj, Sahih Muslim, Kitab al-Fada'il, Bab Wujib Imtithal Ma Qulahu
Shar *an Dina Ma Dhakarghu Min Ma'ayish al-Dunya, No Hadith, 4358 [Dan Lihat
Muhammad Nisiruddin, al-Bany al- Sahik al-Jémt *al- Saghr Wa Zyodanie, (Bewrut
1408 H— 1988 M), Jilid [, Cev m, 312

2 Abf *Abdilldh ibn Yazid al-Quewinl, Sunan Ibn Mdjah. Kitah al-Abkam (Mesir Ts3 al-
Bib al-Halabi wa Shirkaluh, tih.), hadis no: 2464
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Hal inilzh yang nampaknya menjadi acuan bagi Masyaraka
di Indonesia. vang mayoritas penduduknya beragama Isjap,
khususnya bagi masyarakat Banjar dalam berbagai tradisi Ioka;
senantissa didasarkan kepada nilai-nilai hukum Islam. Masyarakas
Banjar yang lazim disebut sebagai masyarakat agamis, menjadikan
hukum Islam sebagai acuan dasar yang dijadikan pedoman hidup
sehari-hari dalam menghadapi berbagai macam persoalan yang
terjadi. Kuatnya pengaruh Islam di wilayah Banjar menjadikan
masyarakat Banjar yang dalam setiap melakukan suatu kegiatan
.sela[u dikaitkan atau didasarkan pada hukum Islam. Oleh karena
;::‘nz';ii:fak“ ?Mjar selal.u diidentikkan dengan Islam.*
it v Le’:;?;fal;fﬂ BanJ.ar dengan lslam' ini tidak lain
B o idealitas sosngl yang merefleksikan suatu dasar
_ ¢rsama. Dalam arti, banyak hal dalam perilaku orang
Banjar dapay dicarikan referensi . ilai P ifat
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kelompok masyarakat lainnya di sekitar mereka yang masih
menganut kepercayaan atau religi sukunya,™

Dari segi keyakinan agama secara normatif, doktrin teologi
masyarakat Banjar menganut paham Ash ‘ariyah-Mdturidiyah.
Sedangkan dari segi fikih. masyarakat Banjar merupakan
masyarakat Islam yang fanatik pada mazhab Shafi'i.*! Oleh karena
itu, tidak heran kiranya berbagai aktivitas keagamaan yang
berhubungan dengan hukum mengikuti tata aturan vang dibawa
oleh mazhab Shafi'i, baik itu berkaitan dengan ibadah, muamalat,
maupun perkawinan.

Di Kalimantan Selatan, ditemukan sejumlah kasus mu ‘amalat
terkait dengan tradisi lokal yang ‘mengalami pergeseran nilai’ dari
konsep-konsep hukum Islam yang sesungguhnya. Misalnya, pada
proses ‘pendulangan intan’ dan ‘jual beli hidup’.

Bagi masyarakat Banjar, dalam bermu'amalat ada tata cara
aturan tersendiri atau tradisi yang mengatur bagaimana suatu
kegiatan mu ‘amalat itu harus dilakukan, scperti tradisi dalam hal
proses pendulangan intan. Pada proses pendulangan intan
ditemukan adanya beberapa kegiatan yang harus dilakukan
sebelum memulai pendulangan intan. Kegiatan vang harus
dilakukan tersebut merupakan semacam kegiatan ritual. Dan juga
seperti tradisi “Jual beli hiduyp". Jual beli hidup adalah jual beli
suatu barang oleh dua orang yang sedang mengikat kontrak

perjanjian pemindahan hak milik, dari si penjual kepadasi pembeli.
Namun, pemindahan hak di sini hanya bersifat sementara, dalam
arti apabila jangka waktu yang telah ditentukan kedua belah pihak
telah berakhir maka pihak pembeli berkewajiban untuk
mengembalikan barang yang telah ia beli dari si penjual kepada
pihak penjual, tentunya setelah pihak penjual mengembalikan

" Ibid,, 4.

" Gazali Usman, Kerajaan Banjar, Sejarah Perkembangan Polink, Ek Perdagang
dan Agema lslam (Banjarmasin: Universitas Lambang Mengkurat, 1994), 11
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B. Riset Terdahulu
Kajian terhadap hukum Islam maupun tradisi lokal

masyarakat Banjar sebenamya telah banyak dilakukan olch para
sajana dan pengkaji sosial keagamaan. Namun kajian tentang
persfektif hukum [slam terhadap kasus mu ‘amalat dalam tradisi
lokal masyarakat Banjar dalam hal pendulangan intan dan jual
beli hidup, memang belum sepenuhnya menjadi objek kajian
tersendiri yang sistematis dan mendalam. Berdasarkan survei
penulis, dengan melihat tema atau objek studi yang dibahas, kajian-
Kajian yang selama ini berkembang dapat dipetakan dalam dua
bentuk.
” :E{fmm, kajian hukum Islam dan hukum positif tentang jual
ell, baik secara teoritis maupun praktis, teridentifikasi sej
25 s as
penelitian sebagai berikut: s
1. Zuhalei i ;
- alein KlfﬂS, dalam Disertasi doktornya yang membahas
ang hukum jual beli gadai dal i
mazhab fiki % am perspektif empat
i ‘Za] ll ih (al-madhahib al-arba’ak). Dalam kajiannya
ni, Zuhalein me . :
mazhab (M ﬂlikineszh;? komparasi pendapat antara empat
, Hana 7 "
St s 1, Hanbali, dan Syafi’i) terhadap
Jual beli gadai yang m
bary dajam Kajian huk D St pergolat
um Islam, terutama dalam persoalan

12 = o, 'n.m -
Ay Tt
ala) derlam il Jfﬂjj‘amiﬂ! y:2
I

jual beli. Lebih jauh dinyatakannya, bahwa semua mazhab
tidak membenarkan praktik sepenti ini, scbab telab
menyalahi konsep hukum Islam temtang jual beli.

2. Marsudi Hadi, dalam penelitiannya tentang persepsi ulama
Banjarmasin Timur tentang Jual-Beli Mayat untuk
Kepentingan limiah. Riset ini mengedepankan perspektif
ulama dalam mencermati praktik jual-beli mayat oleh pihak
rumah sakit dengan alasan ilmiah atau pendidikan. Dalam
kesimpulaannya Marsudi mengatakan bahwa mayoritas
ulama Banjarmasin Timur berpendapat bahwa jual beli
mayat dimakasud dapat dibenarkan, oleh karena alaasan

kepentingan ilmiah.,

. M. Kariadi, dalam penelitiannya tentang ketentuan
perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali, ditinjau
dari hukum positif. Masalah yang menjadi fokus kajian
Kariadi ini diarahkan pada sebuah kasus jual beli yang
diiringi dengan perjanjian bahwa si penjual berhak kembali
untuk membeli barang yang telah dijualnya tersebut,
berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang
berlaku, yaitu pasal 1519-1532 KUH Perdata. Dalam
kesimpulannya Kariadi mengatakan bahwa menurut pasal
1519-1532 KUH Perdata jual beli dimaksud menyalahi pasal
tersebut dan bertentangan dengan ketentuan hukum positif

Kedua, kajian tentang tradisi dan budaya masyarakat Banjar.
Sesungguhnya keberadaan adat dan hukum adat telah lama diakui
keberadaannya dalam masyarakat Banjar, hal ini dapatdilihat dari
berbagai hasil penelitian yang teridentifikasi sebagai berikut:

1. Malincrodt telah melakukan penelitian pada tahun 1928,
dalam Disertasinya denganapa yang disebutnya “Adatrecht
Van Borneo™, yang kendatipun sebenamya kajian dan isi

dan Disertasinya ini lebih banyak menyorot dan
Dayak, sementara sangat

menyinggung tentang hukum adat
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adat masyarakat Banjar, dengan f"k“s_ prescstisan 10y
diarahkan pada kasus “Pewarisan di Kalimantan Selatan
dalam Perspektif Hukum [slam™.
Alfani Daud, dalam Disertasi doktomnya tentang Islam dan
masyarakat Banjar, sebuah deskripsi dan analisa kebudayaan
Banjar. Dalam kajiannya, Alfani Daud berusaha
menggambarkan lentang budaya-budaya masyarakat Banjar
yang temyata ada hubungannya dengan Islam. Meskipun
kupasannya tidak merambah seluruh unsur kebudayaan
Banjar. tetapi menjadi satu-satunya penelitian kontemporer
yang dipandang memadai untuk menjelaskan identitas [s-
lam dalam budaya Banjar. Bangunan kerangka teoritisnya
berangkat dari tiga Kategori religi Banjar (kepercayaan Is-
lam, I‘:‘me)'ﬂau bubuhan, dan kepercayaan lingkungan).
Alfani Daud mengungkapkan bahwa masyarakat Banjar
a merupakan pemeluk Islam yang taat (melalui
deduksinya atas Konsepsi rukun iman dan rukun Is|
Ak ) am).
pun segala hal yang selebihnya, menup ljukkan bahw
Islamnya masyarakat Banjar mery kan . 3
lokal dari agama [slam sendirj. PR perwnjdan khas

4. Ahmﬂdl Ha_r,an dala . .
» dalam Dijs
Badamai:” interaysi ertasi doktornya tentang Adat

L

!

Wa nilaj-pjlaj hukum ;
% Yang hidy 2
dengan hukum posigir dilakukan haPm(Adat & damai) o

Onisas; Mengingat

hukum positif bersumber dari hukum Adat. hukum Islam
dan hukum Barat.

Dari pemetaan ini, terlihat jelas bahwa posisi kajian penulis
sebenarnya dapat dikategorikan pada bentuk kajian vang kedua.
Dapat dinyatakan pula bahwa kajian penulis merupakan
pengembangan kajian masyarakat Banjar, seperti yang telah
dilakukan oleh Malincrodt, IAIN Antasari, Alfani dan Ahmadi,
dengan spesifikasi kajian tentang pandangan hukum Islam tethadap
kasus mu'amalat dalam masyarakat Banjar, yang terakumulasi
dalam sejumlah kasus tradisi lokal seperti proses pendulangan intan
dan jual beli hidup. Dengan spesifikasi ini, tentunya kajian penulis
berbeda dengan kajian keempat penulis sebelumnya yang
menyoroti aspek lain yang ada dalam tradisi masyarakat Banjar.

C. Kerangka Berfikir

Manusia adalah makhluk sosial yaitu makhluk yang berkodrat
hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya
manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-
sama hidup dalam masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat,
disadari atau tidak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya manusia
selalu berhubungan satu sama lain. Pergaulan hidup tempat setiap
orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang-
orang lain itulah yang disebut dengan mu ‘amalat.

Dalam pergaulan hidup ini, tiap-tiap orang mempunyai
kepentingan terhadap orang lain. Timbullah dalam pergaulan hidup
ini hubungan hak dan kewajiban. Setiap orang mempunyai hak
yang wajib selalu diperhatikan orang lain dan dalam waktu
bersamaan manusia juga memikul kewajiban yang harus ditunaikan
terhadap orang lain. Hubungan hak dan kewajiban itu diatur dengan
kaidah-kaidah hukum, guna menghindari terjadinya bentrokan
antara berbagai kepentingan. Kaidah-kaidah hukum yang mengatur
hubungan hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat i
disebut hukum mu 'amala.

H.M. Hanafiah < |5
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Dari varian diatas terdapat beberapa istilah mu’amalat,
diantaranya mu Gmalar dalam arti perhubungan atau pf?rgau]:m‘
Mu dmaat dengan pengertian pergaulan hidup tempat setiap orang
melakukan perbuatan dalam hubungan dengan orang lain yang
menimbulkan hubungan hak dan kewajiban merupakan bagian
terbesar dalam hidup manusia. Meskipun bidang mu 'amalar
langsung menyanghut pergaulan hidup duniawi, nilai-nilai agama
tidak dapat dipisahkan. [ni berarti bahwa pergaulan hidup duniawi
itu akan mempunyai akibat-akibat di akhirat kelak. Nilai-nilai
agama dalam bidang mu ‘amalat ity dicerminkan oleh adanya
hukum halal dan haram yang harus selalu diperhatikan. Misalnya,
akad jual beli adalah i 'amalat yang halal; akad utang piutang
dengan riba adalah mu Gmalar yang haram dan sebagainya. Dalam
!:::uwn:m::;a;g F’:d“ daslam'va hfflal. masih mungkin terdapat
mengandung w:?n arim juga. Misalnya, akad jual beli yang

- = penipuan adalah haram,
Hukum mu‘amalar (s

. lam mempunyai prins
dirumuskan sebagai berikut punyai prinsip yang dapat

|. Pada dasamy
I\'ecl.l:lﬁ yang
Rasul. Sebagi

a segala bentuk mu'amalar adalah muehein

ditentukan lain gleh al-Qur’dn dan sunnah
amana kaidah sy Jigh, yait:

" ML Al 74y
68, 0id. | <q R al-Figh af-fslm; 7 Thaubih al-Judi Beiru: Dir al-Fikr
? aral-Fikr, 1967/

h oo hfo s
o dmatys dpir
3 | Prufidf Moot
Ariarakar Bay
ar
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“dsal akad dan mu'amalat adalah sah, sehingga ada dalil yang
memhatalkan dan mengharambkeannya ",
2. Mu'amalat dilakukan atas dasar sukarels, tanpa mengandung
unsur paksaan. Sebagaimana sabda Rasul SAW :
o & Ji JU 2 e G s W et G e gl Flo oy agla e
H ol e i Ly e o
“Dari Dédwiid ibn sdleh al-Madani dari avahmea. la berkata, ~ Aku
mendengar Abi Sa'id al-Khudri berkata, Rasulullah SAW bersabda,
“Serungguhnya jual-beli itu adalaly atas dasar suka sana suka™. (1R
Ibnu Majah)
3. Mu'amalat dilakukan atas dasar pertimbangan memdatangkan
manfaat dan menghindari madharat dalam hidup masyarakat.

4. Mu'amalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan,
menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur
pengambilan kesempatan dalam kesempitan.

Bentuk-bentuk mu‘amalat (hubungan kepentingan) yang telah
menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung terus menerus
(konstan) ditengah masyarakat disebut al- ‘urf (tradisi).”

Sebagian ulama usil figh berpendapat bahwa ai- ‘ddah (adat
kebiasaan)disebut juga al- ‘urf, sekalipun dalam pengertian istilah
tidak ada perbedaan antara al-‘ddah dengan al-"urf/?* Menurut
‘Wahbah al-Zuhaili “sebagian ulama usuliyyin berpendapat bahwa
sesungguhnya Kata al-‘ddah (55J1) dan kata al-"urf ( J3,1)
merupakan Kata sinonim seperti yang diungkapkan oleh Ibnu
*Abidin, dan al-Rahawy dalam bukunya Sharh al-Mandr, dan Ibnu

" Abduliih Hamid Hakim, al-Bawin (Sa’adiyah: Putera, Padang Panjang, 1969), Juz. 111, 208,
" al-Quewind, Sunan Thn Mdjah, 737,
" Mubummad Abd Zahroh, Usal Figh (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), Cer XTI, 417.

* Totok Jumantoro dan Samsul Munir Salim, Kamus Usul Fikih (Jakana: Amzah, 2009),
Cet. 11, 335,
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dari yang lain dari segi al-"urfma). maksudnya bahwa seseorang

Jebih dikenal dibandingkan dengan yang lain.”
al-‘urf secara bahasa

- sesurgguaal- <idahle
pendapat ulama mengenai peng

ctimoloai berasal dari hata “araria v rifie( e
cngan arti “sesuatu ya

Pendapat lain mengatakan bahwa,
berarti suatu keadaan. ucapan. perbuatan atau ketentuan yang telah
dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya
atau meninggalkannya. Dikalangan masyarakat istilah al-‘wrfini
sering disebut sebagai adat.* al-'wrf ini juga berarti sesuatu yang
telah dikenal dan dipandang baik serta dapat diterima akal sehat.™

Sedangkan menurut istilah (terminologi) a/ "Urf adalah
sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan
kebiasaan di kalangan mereka, baik berupa perkataan maupun
perbuatan, kebiasaan atau hukum yang bersifat kedaerahan yang
dapat saja bersanding dengan hukum Islam.*

"' Wahbah az-Zuhailf, Ugil al-Figh al-fshimy {Beirt: Dir al-Fikr, 2001), 383

" Ahmad Fahmi Abii - Urfwal ‘Adah FiRa'yi i
i : e mi Abil Sunnah, af- ‘Urfwal JdaﬁﬂRayaf-Fuqukd(D&raﬁﬂashaln 2004),

" Jumaniorg, Kamus Uil Fikih, 334,
' Rachmat $yafi'i, S Ugl Figh andung: Pustaka Setia, 2007), Cet. 111, 128

* Firdaus, Uil Figh Metgde Afen, if clan Mem ]
RERtE S s L L{?[, 9:51_, mbam:ﬁuirm!.rfam&mraA’mmﬁﬂﬂ!f

* Jumantoro, Kamus {isef Fiiri, 334,

I8 At Ginalar diafam Tradisi Mas) arokar Bamjar

A7 g o g i e e MLy A1 iyl L
“Segale apa yang dikenal oleh manusia dan berlaky padanya baik
berupa perkataan, perbiatan ulaupun ineninggalkan sesuatu "
Ada juga yang mendefinisikan al- ‘urf dengan apa-apa yang
dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan terus menerus baik
berupa perbuatan maupun perkataan.*

Menurut Imam al-Shaitibi (ahli usiil fikih Maliki) dan Imam
Ibn Qayyim al-Jauziyah (ahli usil fikih Hambali) mengatakan
bahwa semua mazhab menerima dar menjadikan al- ‘urf sebagai
dalil syara® dalam menetapkan hukum ketika tidak ada nas yang
menjelaskan suatu masalah yang dihadapi.*

Dalam Islam dikenal Qaidah Fighiyah, yaitu A/-'ddah
Muhakkamah, yaitu tradisi atau kebiasaan bisa menjadi landasan
hukum selagi tidak bertentangan dengan A/-shari ‘ah. Bahkan para
Mujty dan Qady dalam memberikan fatwa kontemporernya
berpegang dengan kaidah ini. Rasul SAW bersabda :

B Ly e 81 e B iy 00w o g e e o B e S

U N1 gy e Dgal i Ut ol 3l Yo g lonls N1 pal Db 0oy it gl
4 Ll fml gl ¥ o

"Kathir bin ‘Abdillah bin 'Amr bin ‘Auf al-Mazani dari kakeknya
telah menceritakan babwa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda :
Berdamai it boleh bagi sesama mustim selama tidak berdimai tentang
hal vang haram menjadi halal atau berdamai tentang ha! yang halal
menjadi haram orang fslam terikat dengan perjanjian yang dibuai
sesama mereka, kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau
menghalalkan yang haram".

0 Abdul Wahhab Khallaf, Masddir at-Tashri*al-islémy Fimd La Nagsa Fifi (Darul Qalam,
2005), Cet, V11, 247,

4 Jumantoro, Kaws Upil Fikil, 334

4 Lihat Abii Ishag al-Shatibi, al-Minvdfakat fi Ussl al-Figh (Beirut: Dir al-Ma'rifah, 2004),
Jilid. 11, 358, Lihat al-Jauziyah, A lam al-Miwagyi ‘i, 293,

* Abi “Tsa al-Tirmizhi, al-Jami’ af-Sahih Sunar Imam al-Tirmicthi, Juz. (11 (Bairut: Dr al-
Fikri, 1408 H / 1988 M), 634-635.
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ey | semus soara Islam, tidak bertentangd
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ﬁ::::pan nas pada satu waktu tertentu, |crhm;1st[u:|c[1; 1:\5: n:]l\' ;]:,
saj;. terkait dengan hebiasaan manusia yang IHEIS 1 ‘dcn " a{:
tidak adanya ungkapan dan amalan yang berlawanan | b.ihqu
‘urf itu sendiri. Imam al-Shatibi mengatakan ba l\?’ﬂ ida ‘
sepantasnya ulama berbeda pendapat dengan sebab al- J:rﬂ tapi
pcrbedut; vang ada pada hakikatnya saja bukan pada af- ‘urfnya.
Bahhkan t-cl]'au menambahkan kembali bahwa para Ulama hanya
berbeda pada zahimya saja tapi kenyataannya mereka sama dalam
memandang hukum.®

Masyarakat Banjar sebagaimana juga masyarakat lainnya
memiliki berbagai tradisi yang berlaku dan berkembang ditengah-
tengah masvarakatnya seperti tradisi badamai (islah) terhadap
hasus-kasus vang terjadi dalam kehidupan mereka, baik terhadap

kasus-kasus pidana, perdata, hukum keluarga maupun kasus-kasus
dalam bidang lainnya. Tradisi mu @malar sebagai
kasus yang terdapat dan terjadi serta berlaku dj
Banjar merupakan sebuah fenomena yang unik
diangkat kepermukaan, apalag; jika ha ini dika

sebuah fenomena
tengah masyarakat
dan menarik untuk
itkan dengan sosio
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Banjar dapat dilihat terhadap bagaimana mereka memaknai akad
sebigai sesuatu yang sangat prinsip, sehingga mercka Menganggap
tidak sab switu transaksi bilamana tidak dinyatakan dengan akad
yung jelas (sdril). Pernyataan yang jelas (sarif) ini harus
diaplikasikan dengan suaty pernyataan ifah gahil (saya beli barang

ini dengan barga sekian dan oleh penjual dinyatakan dengan
ungkapan saya jual barang ini dengan harga sekian, jika demikian
maka hal ini (dalam transaksi dimaksud dianggap tidak sah.
Disamping itu dapat dikatakan bahwa masyarakat Banjar adalah
masyarakat yang mayoritas penduduknya beragama Islam.
Keberagamaan ini dapat dapat dilihat dari berbagai fasilitas dan
aktifitas keagamaan masyarakatnya yang berhubungan dengan
hukum Islam, seperti ditemukan sejum|lah fasilitas tempat ibadah
(Masjid, Langgar/Surau, Majelis ta’lim dengan berbagai aktifitas
kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat. Dimana-
mana baik siang maupun malam hari seringkali ditemukan berbagai
kegiatan keagamaan yang dilaksanakan oleh masyarakat. Orang,
Banjar merupakan penganut madhhab As-Shafi’i yang cukup
fanatis. Fanatisme ini tergambar dalam berbagai aspek kehidupan
orang Banjar, termasuk di dalamnya kegiatan-kegiatan mu’amalat.
Dalam kegiatan mu'amalar bagi orang Banjar, seperti misalnya
dalam transaksi jual beli dianggap tidak sah jika tidak disertai
pemyataan jjib gabil oleh kedua belah pihak yang melakukan
ikatan perjanjian jual beli tersebut, ijab gabul ini harus diucapkan
dengan jelas (sdrih), dengan pemyataan saya jual barang ini dengan
harga sekian, dan oleh pihak pembeli pernyataan tersebut disambut
dengan ucapan saya beli barang ini dengan harga sekian. Hal
semacam ini dilaksanakan tanpa melihat situasi dan kondisi dimana
transaksi itu dilaksanakan, oleh karena itu maka masyarakat Banjar
selalu diidentikkan dengan Islam * Identifikasi masyarakat Banjar
dengan Islam ini tidak lain merupakan bentuk idealitas sosial

yang
merefleksikan suatu dasar ikatan sosial bersama. Dalam arti banyak

" Daud, Jslam dan Masyarakat Banjar, 4.
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D. Sistematika Penulisan

Dalam buku ini disusun dengan sistematika pembahasan

sebagai berkut:

Bab pertama, pendahuluan, yang berisi penjelasan tentang
Jatar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan siginifikansi
penelitian, riset terdahulu dan kerangka berfikir.

Bab kedua. mu @mnalat dalam Kajian hukum Islam, merupakan
introduksi teoritis untuk pengkajian data yang akan diteliti.
Bahasan ini dibagi menjadi dua; pertama, mu ‘amalat, yang memuat
pengertian, dasar, dan ruang lingkup mu'amalat; kedua, akad
(perjanjian). yang memuat pengertian dan dasar akad (perjanjian),
kedudukan akad dalam transaksi, faktor-faktor terputusnya akad
dalam hukum Islam.

—_——
“Ihd. 4
* Suhraward,

i K. Lubis. Hukum Ekonomi [slam (Jakania: Sinar Grafika, 2000), 129-130
2000), 129-130.

22 & MuGmal
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Bab ketiga, Adat, Islam dan masyarakat Banjar, merupakan
penyajian data yang diteliti. Bahasan ini dibagi menjadi dua;
pertama, Adat yang memuat pengertian, dasar, rukun, syarat-syarat
dan macam-macam adat, kedudukan adat dalam penentuan hukum
Islam, konflik antara adat dengan nas, perubahan fatwa akibat
perubahan adat dan justifikasi adat dalam hukum fikih mamalat.
Bahasan yang kedua mengenai Islam dan masyarakat Banjar yang
memuat masyarakat Banjar dalam lintasan sejarah yang meliputi ;
asal usul masyarakat Banjar dan kedudukan adat dan hukum adat
dalam masyarakat Banjar, Islamisi masyarakat Banjar yang
meliputi ; Sejarah masuknya Islam kewilayah Banjar dan
kedudukan hukum Islam dalam masyarakat Banjar.

Bab keempat, metode penelitian, yang berisi penjelasan
tentang seluk-beluk penelitian dan bagaimana penelitian akan
dilakukan. Bahasan ini memuat tentang jenis, sifat dan lokasi
penelitian, subyek dan obyek penelitian, data dan sumber data,
teknik pengumpulan data, metode dan pendekatan, teknik
pengolahan dan analisis data dan sistematika penulisan.

Bab kelima, letak geografis Banjarmasin Kalimantan Selatan
dan gambaran kasus mu’amalat dalam tradisi masyarakat Banjar.
Kasus-kasus mu’amalat lokal masyarakat Banjar, yaitu
pendulangan intan dan jual beli hidup.

Bab keenam, mu'amalat dalam tradisi masyarakat Banjar,
merupakan analisis terhadap data yang telah disajikan sebelumnya
kedua, hubungan hukum Islam dan hukum adat dalam tradisi
masyarakat Banjar, memuat acuan dan argumentasi yang melandasi
tradisi mu’'amalat lokal masyarakat Banjar, faktor-faktor yang
mempengaruhinya, dan perspektif hukum Islam terhadap adanya
tradisi mu'amalat lokal tersebut.

Bab ketujuh, penutup, merupakan jawaban akhir dari
penelitian ini yang memuat kesimpulan, implikasi teoritik,
keterbatasan studi, dan rekomendasi penelitian.
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BAB II

MU' AMALAT DAN AL-’AQD DALAM KAJIAN
HUKUM ISLAM

A. Muw’amalat

1. Pengertian Mu’amalat

ecara etimologis kata mu’amalat berasal dari kata

(ialw — Py - Jule) sama dengan wazan (

idelis — Jeliy = Jebb ) yang bermakna saling
bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan.'

Sedangkan secara terminologis, pengertian mu 'amalat dapat
dibagi menjadi dua macam, yaitu pengertian mu 'amalat dalam
arti luas dan pengertian mu ‘amalat dalam arti sempit. Mu’amalat
dalam arti luas adalah aturan-aturan (hukum) Allah untuk mengatur
manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi atau dalam
pergaulan sosial. Sedangkan dalam arti sempit bermakna aturan-
aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia
dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan
mengembangkan harta benda.*

Adapun pengertian mu’amalat dalam arti luas ditemukan
perbedaan pendapat dikalangan para ahli sebagaimana berikut ini:

a. Al Dimyati berpendapat bahwa mmu 'amalat adalah :

. ,:'-}'J | ‘.J}'<-.J ;___'-5).:.:.1“ J:.aa:h

“Menghasilkan duniawi, supaya menjadi sebab suksesnya masalah
ukhrawi”.

! Hendi Suhendi, Figih Muamalar (Jakarta: Raja Gralindo Persada, 2005), 1.

* 1bid,, 1-3.

' Said Bakry bin Muhammad Shata al-Dimyati, / ‘anat al-Tdlibin (Beirut: Dér al-Fikr, t.th.),
Juz 111, 2. '
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2 berpendapat pahwa mu ‘amalat adalah
s

Ilah yang harus diikuti dan ditaati dalam

b. Muhammad Yusuf Mu
pentingan manusia™.*

-peraturan A
:fdmu;u;nn:asyamkm untuk menjaga ke i
.= ot adalah segala peraturan yang dxcnptakan Allf'lh untuk
p— manusia dengan manusia dalam hidup dan
. dalan;ani Juas di atas, kiranya dapat
aturan-aturan hukum Allah

kaitannya dengan urusan

mengatur hubungan ;
kehidupan. Dani pengﬁman
diketahui bahwa mu amalat adalah
untuk mengatur manusia da-tlarsn
duniawi dalam pergaulan sosial.

Sedangkan pengertian mu ‘amalat dalam arti sempit

didefinisikan oleh para ulama sebagai berikut :
2 Menurut Hudlari Byk.
il Jola U g aghll o 3Ll

“Vfgmzlat dzlah szra akad yang membolehkan manusia saling

merukar marfazrya”t

b. Menurut Idris Ahmad “Muamalat adalah aturan aturan Allah
vang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam
uszhanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaniyah
dengan cara yang paling baik™.

¢. Menurut Rzsyid Ridha, muamalat adalah tukar menukar barang
atzu suztu yang bermanfaat dengan cara-cara yang telah

ditentukan *

'_Par’samazn pen.gerlian mu’amalat dalam arti sempit dan
mu mz dalam arti luas adalah sama-sama mengatur hubungan
manusia deng, usi itannv

ianusia dengan manusia dalam kaitannya dengan pemutaran harta.

ok Figih Muamal,
makiyrp ;;6;""7’ dan Hukum Kebendaan dalam [slam

" idns Abmad r’:ka/_:.fﬂ_r,',;,s;,”z. Kayal 1986, 1

" Schends, Filh Mucmalzy 2

26 O Myt Tr .
L] 4 amalat dalom rads; !
adisy Mas Jarakgy B.’:njgr

Muamalat adalah hubungan kerja antar manusia yang dibina atas
perikatan-perikatan dan perjanjian-perjanjian yang saling merelai
demi mencapai kemaslahatan bersama.®

Mu’amalat bagian dari hukum Islam yang mengatur
hubungan seseorang dengan orang lain, baik secara individu
maupun bentuk badan hukum, seperti perseorangan dan yayasan.
Badan hukum ini dalam Islam dikenal dengan nama “al-shahsiyyah
al-"iktibariyyah”. Pada awal mulanya, bidang bahasan fikih oleh
para fugahd (para ahli fikih) dibagi dalam tiga bagian besar, yaitu
akidah, ibadah dan mu 'amalat. Adapun bidang mu amalat adalah
yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan sesamanya
dalam masyarakat. Pada awalnya mu’amalat juga mencakup
permasalahan keluarga, seperti perkawinan dan perceraian. Akan
tetapi pada zaman Turki Usmani, maka terjadilah perkembangan
fikih baru. Bidang mu amalat cakupannya dipersempit, sehingga
masalah-masalah yang berhubungan dengan hukum keluarga tidak
masuk lagi dalam pengertian mu’amalat. Hukum keluarga dan
segalanya yang terkait dengannya dinamai al-ahwal al-shakhsiyyah
(masalah-masalah pribadi).”

Hukum muamalat adalah hukum-hukum yang berhubungan
dengan pergaulan hidup dalam masyarakat mengenai keadaan, dan
hak-hak serta penyelesaian persengketaan-persengketaan seperti
perjanjian, jual beli, sewa-menyewa, hutang piutang, gadai, hibah,
dan sebagainya."!

’ Mukhtar Yahya, Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fikih Islami (Bandung: Al-Ma’arif,
1983), Cet. |,

"” Lihat. Dewan Redaksi Hasan Muarif Ambary, Editor M. Quraish Shihab, Ensiklopedi
Islam (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve. 1994), 245.

"' Ahmad Azhar Basyir, Asas-asas Hukum Muamalat (Yogyakarta: UII Press. 2000), Cet. |,
7-8.
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a g lah huk ! Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya.
ar dalam masalall 1uKum Jika yang berhutang itw orang yang lemah akalnya atau lema‘h
(keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan,. Mnk;l
hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah

2. Dasar Hukum

iiadikan das
ang du.'ldll\ﬂn A
Adapun )i d;pﬂl digambarkan sebagal berikut

i B o dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak
Firman Allah SWT: . | ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang [e/nki”dan dua orlﬂng
Sl 3 '}.‘.‘U \}'5 J"JSII ."’<“ J"" '\g'LU[)"‘ | perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jfkﬂ Sé?’””g "PZ
e oy dp L’K) L Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah xaksl—ts-a/cst itu enfgu

: i i mudah bagi kamu, Maka | (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan Janganlah amu

Diclah yarg menjodikan e kanlah sebagian dari rezki- { jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas wakt.u
berjalanlah i segala pgy'y'.-xrwf.\"" ‘j‘mk,ihj[:,[j scrg[a/l)kdlbﬂ"gk”kﬂﬂ i ! membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah ‘dan lebih
Nva dan harya kepada-Nyalah kamti (Rerie S [ menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (memmbu[ka.n)
oL Sl LS iy Ll o s Y 'f"s" PR l“’C‘_‘lJ “ keraguanmu. (Tulislah muamalatmu itu), .A'ecuali Jika muam_alar.dltzlz
gHSe - il Y &1 o) B g sl perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Mal\g ti av
< o ’ { ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan p;rsak}s_tkanl(;(;

oAk uh kepadamu i apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling suli

. cmjuhr“)‘b uf'.u)uﬂg {‘ ot J;“]” l/ti;;?ﬁf:l]z::(f/[mn b:gianmu . minyulitkan. Jjika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya
(kebahagian) negeri a@h;!;t, - - ‘;I iklah (kepada orar;g lain) hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada
dari (kemikmatan) duniawi dan berbuat bak 0% (7eP Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

sebagaimana Allak telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamz{ |
berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai ‘ Dalam sebuah al-hadith dissbutkan:

ng-orang vang berbuar kerusakan.” | . , ;

B i { “ ¥ LWt A TG Ly ale 1 Lo S Jyy OF agze o) e o) o8
DN TR UG /P JSRPRy B g PET R L U Y f

O Yy & gt s e gl Jldy K il LSS of (s

Ju s o kol ey YVl as G g e 1 00 L

] TP S P e g oy a3 81O At Bl 3 0T e ey Yy aallsy
(s 5 oty 3 L U 5 e 258 00

S elgh o g 2 Sy b ey 950 4 0l oSy 1 g Ty Iy I DariIbnu Umar r.a. sesungguhnya Rasulullah SAW le/a/? bersabfia
<t L | : Orang muslim itu bersaudara sesama muslim yang lainnya tidak saling

) 8N O 1l 2 Y, 3 o Y N i 13 a5 . . . . g .
B e Sl Ny e LB el O Yy 1 U ST Lo s ! menzalimi dan tidak pula saling menyakiti. Barang siapa yang
melepaskan hajat saudaranya, maka Allah akan melepaskan pula
SNy O L Yyl 6 gy Ly o 51 gl 5 Bl f h(yatfu'a. Dan barang siapa yang suka nzelapangkanlkesenlplfan seorang
i muslim maka Allah akan melapangkan kesempitan dari beberapa

St et UK A Sy b 143 o6 Sy 6 lai oy , kesempitan di hari kiamat.(HR. Bukhory Muslim)
Hai orang-orang yang beriman, apabila kamy T i Tidak dapat dipungkiri dalam kehidupan kita sehari-hari
sec ] 3 X , . . . . N . 3 .
m;’l‘; ;:::)l_au;mkkua;nz[_‘}ang ditentukan, hendaklah kamy ‘ secara tidak langsung kita bersimbiosis mutualisme / saling
Sl g an nendak, ; : ' . .
&% seorang penulis di antara kamy membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Itulah adanya kita

menuliskannya dengan benar. dan |
ey . - aan janganlah penylis en ! i i '
ncrluns sebop 1 g e /zendflisl': . saling melengkapi antara satu sama lain, dan dalam hubungan

5 B 00 STV YT gy iotett ply B e T SOl S

@amenulis, dan hendakiah ; : 5 H
yang akan dinds g w;;:n/fr:n?[it[v;;hgazg,:,,/:,,L,,,gz,,,/ak,m - ‘ dengan orang lain yang mana menimbulkan hubungan hak dan
ertakwa kepada Allgh | kewajiban itu merupakan bagian terb dalam hid z i
— \j p gian esar dalam hidup manusia.
©EQurin 67, s
i 215 " al-Qur'an, 2; 282.
' Mahyuddin Abi Zakaria Yahya Ibn Sharf al-Nawawy, Riyddussalihin, (Surabaya: Shirkah

% oy Maktabah Wa Matba’ah Ahmad Ibn Sa’ad Nabhan, tth.), 130-13].

' Gmalar dal
™Gl dalom Tra

st Masyarghg, Banjar
HM. Hanafiah <2 29

T

Scanned by CamScanner



A

menempatkan bidang muamalat inj

. islam
karenanya, agama 1S : . ym
Oleh |-hadith Nabi mengajarkan bahwa

sedemikian penting hingga a
agama adalah muamalat.'®
Nilai-nilai agama dalam bidang muamalat itu juga
dicerminkan oleh adanya beberapa aturan-aturan / ka_idah—kaidah
fikih."” Aturan-aturan itu terdapat dalam fikih mu'amalat yang

diantara beberapa kaidah adalah;

T (= M

“Ketennuan asal balova segala sesuatu itu dibolehkan selagi belum
ada dalil yang mengharamkannya.”

Pada dasarnya segala bentuk mu’amalat adalah mubah,
kecuali yang ditentukan lain oleh Al-Qur’an dan sunnah Rasul.
Prinsip ini mengandung arti bahwa hukum Islam mamberi
kesempatan luas perkembangan bentuk dan macam muamalat baru
sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat.'

Kaedah ini berdasar firman Allah yang berbunyi:
o o Al e gl 0 i g el B 3 STy Sy
ozl el ol 0 oo iy pgitpal, Ol 1S

Mengapa kamu tidak mau memakan (binatang-binatang yang
halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, Padahal
Sgszmgguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang
diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya
dun Sesungguhnya kebanyakan (dari manusia) benar benar henda/;
menyesatkan (orang lain) dengan hawa nafsu mereka tanpa pengetahuan.
Sesungguhnya Tuhanmu, Dia-lah yang lebih mengetahui orang- :
yang melampaui batas.® RES

'* Basyir, Asas-asas Hukum, 12,
"7 Ibid,, 12.
"* Abd al-Rahman al-Sayyj i
yull, al-Asbdh wa al-Na=gi 3i
(Lebanon: Dr al-Fikr, 1996), 1/33. kNl f Qavdid iR i al-Shafii
" Basyir, Asas-asas Hukum, 17.
* al-Qur'an, 6: 119,

o=
30 e Muamalar dalam Tradis; Mas}arakal Banjar
Ul

Ini maknanya bahwa segala sesuatu yang haram telah
diperincikan secara detail dalam syarak, sedangkan yang mubah
(dibolehkan) tidaklah diperinci secara detail dan tidak pula dibatasi
secara detail, sehingga para ulama berkesimpulan bahwa hukum
asal mu’amalat adalah mubah, kecuali ada dalil yang melarangnya
dan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syara’.”'
seperti terpenuhinya syarat dan rukun kontrak, adanya unsur suka
sama suka ( ‘an farddin) dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.

Di dalam buku Briefcase Book Edukasi Profesional Syari’ah
tentang Investasi Halal disebutkan kaidah fikih tersebut, dan juga
di dalam buku Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Is-
lam) juga disebutkan ‘Pada dasarnya segala bentuk muamalat
adalah mubah’, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur’an dan
Sunnah Rasul.? Lihat juga buku Bursa Efek Tuntunan Islam dalam
Transaksi di Pasar Modal yang menuliskan bahwa hukum asal

muamalat adalah halal.**

Hal ini artinya selama tidak ada dalil yang melarang suatu
kreatifitas atau perubahan jenis mu’amalat, maka mu’amalat itu
dibolehkan. Inilah sisi rahmat Allah SWT terbesar yang diberikan
kepada umat manusia.

b. Mu’amalat dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung
unsur-unsur paksaan. Prinsip ini memperingatkan agar
kebebasan kehendak pihak-pihak bersangkutan selalu
diperhatikan. Pelanggaran terhadap kebebasan kehendak itu
berakibat tidak dapat dibenarkannya sesuatu bentuk mu ‘amalat.

2 Lihat, ‘Ali Ahmad al-Nadwi , Mausu ‘ah al-Qawd'id wa al-Dawabil al-Fighiyyah (Beirut:
Dér ‘Alam al-Ma‘rifah, 1999), 221 dan 226. Lihat, juga Rafiq Yunus al-Misri, Usal al-
Iqtisad al-Islimi (Beirut: al-Dir al-Syamiyyah. 1999), 148.

22 Briefcase Book Edukasi Profesional Syariah tentang Investasi Halal di Reksa Dana Syariah
(Jakarta: Renaisan, 2005), Cet. [, 21.

' Basyir, Asas-asas Hukum, Cet. 11, 15.

2 Lihat, Nadirsyah Husein, Shahatah dan Atiyah Fayyad, Adubat Shard'iyyah Littamal i
Shuq Ar-Roug Maliyah, Alih Bahasa Oleh A. Syakur. (Surabaya: Pustaka Progressif,

2004)
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. . iamannya . . .
Misalnya, seseorang dipaksa menjual rumah kejl" I ya, barang jauh di atas harga yang semestinya karena pembelinya
ORI idak adz ang ) .
padahal dia masih ingin memilikinya dan tidak ada ha beng. amat memerlukan barang itu untuk memenuhi kebutuhan
atan hukum. Jual beli hidupnya yang primer.”

mengharuskan dia menj ual dengan keku !
yang terjadi dengan cara paksaan dipandang uda!\’ sah. Contoh
iain, seseorang membeli sesuatu barang, akhirnya merasa
tertipu. Barang yang dibelinya itu ternyata palsu. Jual beli )fang
mengandung unsur tipuan itu mem beri hak kepada pembelinya
untuk membatalkannya. Contoh lagi, anak-anak di bawah umur
7 tahun tidak sah melakukan perjanjian jual beli karena belum

e. Fatwa hukum Islam dapat berubah sebab berubahnya masa,

1’ 28

tempat, situasi, dorongan, dan motivasi”.

Ada beberapa faktor yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam
menilai terjadinya perubahan, yaitu faktor tempat, faktor zaman,
faktor kondisi sosial, faktor niat, dan faktor adat kebiasaan.
cukup mempunyai pertimbangan pikiran yang mencerminkan Faktor-faktor ini amat berpengaruh dalam menetapkan hukum

kerelaannya. Dengan kata lain, kebebasan kehendak anak-anak - bagi para mujtahid dalam menetapkan suatu hukum bidang
di bawah umur 7 tahun menurut hukum belum bernilai.** mu’amalat. Dalam menghadapi perubahan sosial yang

_ ) . disebabkan kelima (5) faktor ini, yang akan dijadikan acuan
¢. Mu’'amalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan dalam menetapkan hukum suatu persoalan mu ‘amalat adalah
manfaat dan menghidari madharat kehidupan masyarakat. | tercapainya maqashid syari’ah, yaitu tujuan yang hendak
Prlnilp ketiga ini memperingatkan bahwa sesuatu bentuk ‘ dicapai dalam mensyari’atkan suatu hukum, sesuai dengan
mu’amalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan ‘ kehendak syara’. Atas dasar ini, maka magasid shari’ah lah
manfaat d i i i T ’ .
an menghlfldan mudharat dalam kehidupan ‘ yang menjadi ukuran keabsahan suatu al-'aqd atau transaksi

masyarakat, dengan akibat bahwa segala bentuk mu amalat | mu'amalat

yang merusak kehidupan masyarakat tidak dibenarkan.
foalnya, berdagang narkoba, minum-minuman keras,
perjudian, daging babi, dan darah ¢

Menurut Ibn al-Qayyim kaedah ini sangat penting dalam hukum

Islam. Tidak mengetahui kaedah tersebut, akan terjadi

kekeliruan besar dalam pandangan atau penilaian terhadap
unsur penganiayaan hukum Islam dan akan menimbulkan kesulitzfn dan k?si:mpitan
pengambilan kesempatan dalam k:sem i}t’an l;.‘un'sur-unsur ‘ yang tidak dikehendaki oleh hukum Isla.m itu sendiri. Sebab
ini menentukan bahwa cegsl bentik ”;ul,lflSlplkeempat ‘ pf’insip hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan
mangandung unsur penindasan tidak dibenark::'c;dczzaT;;ag gidunia dan di skt

dalam hutang pjutan
g gdengantanggun an b :
hutang yang jauh lebih kec)] diri arang. Untuk jumlah

d Mu'i . .
A amz'zlat dl.laksanakan dengan memelihara nilai keadilan
menghindari unsur- :

' Basyir, Asas-asas Hukum, 15-17.

terte ' a dalam ja - : .
.ntu‘ hu.tffng tidak dibayar, barang tangeune J ng_ka 'Waktu ‘ » Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, /'lm al-Minvaqqi‘in ‘an Rabb al-‘Alamin (Beirut: Dar al-
menjadi milik yang berpiutano at sstifigan menjadi lebur, Fikr, 1977), Juz. III, Cet. I1, 14. Fatwa juga merupakan bentuk dari pertumbuhan dan
" ) 8 atau dengan contoh lain, menj i sikap adaptif dalam hukum Islam. Fatwa melibatkan interaksi antara ulama, masyarakat
" Basyir, dsas-asas Hukum, Cey |1 15-17 »menjual dan pemerintah. Lihat, Nadirsyah Husein, Shahatah dan Atiyah Fayyad, Adubat
* Ibid.. 15-17, ’ Shard'iyyah Littamal Fi Shuq Ar-Roug Maliyah, 147.
* al-Jauziyyah, I'lam al-Muwagqi‘in. 14.
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f. Bahwa sesungguhnya fondasi bangunan dari syari aF llu.
didirikan atas hikmah-hikmah dan kemaslahatan manusia dj

dunia dan diakhrat.

Misalnya dalam persoalan penctapan harga (at-tash’ir),
Rasulu(lah SAW tidak membolehkan adanya campur tangan
dalam persoalan harga yang berlaku di pasar. Hal ini b.erlaku
ketika pasar (transaksi dagang) berjalan dengan normal, d{ mana
kenaikan harga barang disebabkan banyaknya permintaan
sementara stol:barang sedikit. Sesuai dengan hukum penawaran
dan permintaan, yaitu apabila barang sedikit semfzr}tara
permintaan banyak. maka harga akan naik dengan sendirinya,
dalam keadaan seperti ini sama dengan berbuat zalim terhadap
pedagang, sedangkan berbuat zalim itu hukumnya haram.

Namun, berbeda halnya apabila kenaikan harga itu disebabkan
oleh para pedagang. Misalnya, persediaan komoditi barang yang
dibutuhkan konsumen cukup banyak, tetapi karena banyaknya
permintaan konsumen, para pedagang memanfaatkan situasi
tersebut untuk menaikkan harga atau para pedagang melakukan
ihtikar atau penimbunan barang dengan sengaja dengan tujuan
agar stok menipis di pasar dan harga melonjak naik, sehingga

apabila harga telah naik, barulah para pedagang mengeluarkan
barangnya sedikit demi sedikit.

Dalam kasus seperti ini, para pedagang tersebut telah berbuat

zalim dan pemerintah harus memaksa mereka untuk menjual

komoditi dagangannya yang dibutuhkan konsumen, sesuai

dengan harga yang normal (harga sebelum terjadinya kenaikan).

Sejalan dengan Kasus di atas, seluruh

; perbuatan ihtikar pun
dilarang

- karena salah satu penyebab diberlakukannya at-tas 'ir
adalah untuk mencegah terjadinya ihtikar tersebut dilarang

dé{am Islam, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. yang
diriwayatkan oleh Muslim. yang berbunyj : )

33 = ‘fu amalar dalam Tradist Masyarakar EBanyar

30
':)’L»Y‘}&"Y:rL-"’b&‘g}"&'Jr)JG:JG ‘7“‘-1-5‘_/,--)‘,9

(el iy, )
Dari Ma’mar ibn ‘Abdillah ra la berka
4 } ta : Rasulullah SAW. telah
bersabda: Tidak boleh ada perbuatan ihtikar, kecuali bagi ora/ng-orang

yang berbuat salah.(HR. Ibnu Mijah)
Oleh karena itu, apabila at-tas’ir itu dibolehkan atau
diwajibkan, sehingga para pedagang dipaksa untuk menjual
barang mereka sesuai dengan harga normal atas prinsip
memelihara kemaslahatan masyarakat (al-maslahah al-
‘ammah), maka para muhtakir (pelaku ihtikar) dipaksa untuk
menjual barangnya sesuai dengan harga normal sebagaimana
harga sebelumnya terjadi kenaikan harga. Karenanya,
mempermainkan harga barang dan melakukan ihtikar sama-
sama merupakan perbuatan zalim yang diharamkan syara’. Dan
pendapat ini, sejalan dengan pendapat mayoritas ulama fikih.

g. Setiap tindakan hukum yang tidak mencapai sasaran yang
dituju, maka tindakan hukum itw menjadi batal.

Berdasarkan kaidah di atas, maka sasaran dari suatu al-'agd
harus senantiasa mengacu kepada tujuan yang dikehendaki
shara’ dalam setiap pensyari’atan hukumnya, yaitu
kemaslahatan umat manusia secara keseluruhan. Maka apabila
pada suatu transaksi terdapat indikasi-indikasi kemaslahatan,
berarti di situ terdapat hukum Allah SWT. Untuk itu, dengan
cara apapun kemaslahatan itu dapat dicapai, maka cara-cara
itu pun di syari’atkan.

Oleh karena itu, pada setiap transaksi mu ‘amalat, termasuk
dasar utama dalam menilai keabsahan transaksi tersebut juga
niat dan tujuan yang terkandung dalam transaksi tersebut.
Apabila sasaran yang dikehendaki syara’ tidak didugakuat tidak
akan tercapai dalam transaksi itu, maka transaksi itu dianggap

» Abduilah Muhammad [bn Yazid al-Quzwini, Sunan Ibn Mdjah. (Beirut Dir al-Fiks, 1975),
678.
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i * cisi formalnya saja, namun
batal. Jadi tidak hanya dilihat dari sist formalnya tJ .
s . aitu harus memperhatikan tujuan

s dilihat lebih jauh lagi, y .
- Wksi tersebut.

dan makna vang dikandung dari trans

juraikan terd: dapat diambil suatu
Dari gambaran vang diuraikan terdahulu day

kesimpulan bahwa pada dasamya itudi perbolehkan :lillkalfl Tn:lh
dalam Keridor shari‘ah. Mu'amalat adalal} ui\(u llmn:‘a ur
hubungan antara manusia dengan manusia lain. Seperti, a‘l- aqd
jual b;li adalah mu dmalar vang halal; al-'aqd utang plufang
‘den\:an riba adalah mu'@malat yang haram. Dalam al-_ aqd
mm;uksi jual beli terkadang ada dengan mendadak tanpa diteliti
secara seksama dalam nilainya. oleh karena itu biasanya timbul
beberapa kecurangan yang menimbulkan kerugian bagi salah satu
pthak, terutama bagi pembeli vang merasa dirugikan akibat ulah
penjual yang tidak jujur. Perilaku itulah yang tidak seharusnya
tegadi dalam mu amalar.

Kendatipun sesungguhnya hukum asal perbuatan manusia itu
adalah terikat dengan hukum syara. Hal ini berdasarkan kepada
suatu kenvataan bahwa setiap perbuatan seorang muslim yang akan
2 lakukan wajib untuk diketahuj hukum Allah terhadap perbuatan
tersebut sebelum ja melakukannya, sebab Allah SWT akan
memm'm perangeung jawabannya nangj (menanyainya).’!
Sebagaimana Firman Allah SWT: S

Yolow Ls .
- slany "clSL;;}.,N fled il
{ s
Lo demy 13

)
2o aran menamai m

LA VanD tolab e i ”.t’r\"\usv ¢
S FX V2N telah merekg Rerjak 1 dabyly 2 emuaq.

Va

anmy, Kam; pasti

e ey
L
V<

b P

VA i,

3ol 5 o,

< _.L.cy:

Ve

o e Al n vy Lty
R U A Sed

[[H . 3 3
VR sl G

Lk Aer, 1 dalam “atu Keg, dan dan .
s, A Suaty K { ¢ It

X .

dank amu ndak me '1;~‘v.’l‘/;lk.lll$l

52

iddak membaca
M oA

2ad bmaid g7 Ara Al i<l pne o “”“/""‘L’f’/lmn,
R IUNe EArs Al 5o s g
SOL Cer 10 ™ alihbahasa gle Haidir (g
*Quran )5 9>.03 (Bangil; Al-1zzan,
> Vu Gingle g0

a Tradies 1
radise Masvargly, Barygr
206

melainkan Kami menjadi saksi atasmu di waktu kamu melakukannya.
tidak Iuput dari pengetahuan Tuhanmuy biarpun sebesar -arrah (atom)
di bumi ataupun di langir. tidak ada yang lebih kecil dan tidak (pula)
yang lebih besar dari i, melainkan (semua tercatat) dalam kitab yang

nyata (Lauh Mahficzh).»

Para Sahabat ra. tidak melakukan suatu perbuatan kecuali
mereka menanyakan hukumnya sebelum melakukannya untuk
mengetehui hukum Allah pada perbuatan tersebut. Andaikan asal
hukum perbuatan manusia adalah ibéhah (boleh) tentu mereka
(para sahabat) akan langsung melakukan perbuatan tersebut tanpa
bertanya dulu tentang hukum perbuatan tersebut.™

3. Ruang Lingkup Mu’amalat

Menurut ibn Abidin bahwa ruang lingkup kajian mu ‘amaiat
dapat dikelompokan kepada 5 (lima) bagian, yaitu :

a. Muawadah mdliyah (hukum kebendaan).

b. Mundkahat (hukum perkawinan).
Muhdsanar ( hukum acara).

d. Amanat dan ‘Aryah (pinjaman),

e. Tirkah (harta peninggalan).

Ruang lingkup hukum mu 'amalar di dalam fikih biasanya
dimasukkan di dalam bab (fasal) mengenai buyi’, jamak dari bai®
yang berarti jual beli mencakup tentang perikatan-perikatan dj
antara sesama anggota masyarakat dalam masalah kebendaan
meliputi, yang antara lain :

a. Jual beli, adalah memberikan sesuatu kepada orang lain dengan
imbalan sesuatu yang lain. Sedangkan menurut syara’ adalah
memberikan suatu benda kepada orang lain dengan imbalan
benda yang lain menurut ketentuan yang khusus.

" al-Qur'an, 10: 61.

" Ismail, A1-Fikru Al-Isldmy, 68.

" Nana Masduki, Fikih Muamalat Madiyah (Bandung: IAIN Sunan Gunung Jati, 1987), 4.
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}y hin a r j A jatany) ‘\‘ on \Cl'i A1 Sesun
S / faun igra (l\lll.“l 'S |‘llll- np. '\. 1 met \l ‘ul t
ardu Akl i Faded . ) ertihr: e
1 da orang I'll" dl‘"\ll\“ Sy arat \‘lq‘“g tersebut |L mn
k\'[‘;l a orank

cng < . . . . DR sama
men (n\l‘\llk 1 \h lain w \k“l \llllL N suasanay {11TARNY {

fiwalan cnpealiha ANy B 1 ali an hllll“l}‘ny“
J g l an hutang), \-lk"l MCNE Ilh \J
¢ ] 1R “\ I\ h I ‘)V Mt k\

ne debitur kepada orang lain yang berhutang Kepada
seorang ual N -
dirinya
J Dowan (jaminan), yaitu menjaminkan sesuatu atas humngyang
4 O - X £ . i
¢ meniadi tanggungannya, baik yang tetap atau sudah dialihkan
. . < - b
kepada prhak lain.

> Al-rakn (gadai). adalah menyimpan suatu barang sebagai
C N &
tanggungan hutang.

~,

Tafiss (kepailitan), orang yang pailit disebut muflis yaitu orang
yang mempunyai hutang kepada orang lain yang sudah jatuh
tempo dan hutang tersebut melebihi jumlah hartanya.

e

Suluh (perdamaian), al-'agd ini dibenarkan jika ada ikrar dari
orang yang mendakwa.

h Wekalah (perwakilan) yang mendelegasikan suatu perbutan

hukum kepada orang lain untuk dikerjakan selama masa
hidupnya si muwakil.

i Shirkah (persekutuan), ada dua macam yaitu: (1) kepemilikan
bersama atas suatu barang oleh dua orang baik berupa warisan
dtau dari pembelian, (2) persekutuan untuk menjalankan
perdagangan barang yang dimiliki berdua.

J- Shuf‘ah, yaitu hak mendahuluju
dijual oleh teman

barang yang ad
tumbuhap,

ntuk membeli atas barang yang
persekutuannya dalam penjualan tanah dan
a di atasnya seperti bangunan dan tumbuh-

k l(,l-fu wa - wa i 114 1 |
Ji h (SC IHLIIyC ¢ ), yaltu me ]bc“kaﬂ mﬂnfﬂul atas suatu
bar.’mg unluk digu“ﬂk"" ora & ai

it rang ldln d(:n Jan me l)' d )
- h gan mem dy(lr ()l]gk()fl

% o My umule

i dsbiom frgys; Musyarakay Htunjar

n.

n. Mukhorobah,

q. Hibah, yaitu memberikan barang yang

Musaqah, yaiw Perjanjian antar
penggarap untuk mengol
perjanjian hasil y

a pemilik lahan dengan
ah, merawat dan menyirami de

: ngan
ang diperolely dibagi

antara mereka berdua.

Muzara'ah, ad

alah perikatan antara pemilik lahan dengan
penggarap akar

1tetapi bibit tanaman dar penggarap.

adalah perikatan antara pemilik lahan dan
penggarap dengan bibit dari pemilik lahan,

. Wadi’ah (penitipan barang/benda kepada orang lain).

‘Ariyah (pinjam meminjam) yaitu menggunakan manfaat suatu
barang milik orang lain dengan maksud men
dalam keadaan utuh.

gembalikannya
bisa diperjualbelikan
cuma tanpa imbalan apapun.

Qirad, yaitu memberikan barang dagangan kepada orang lain

untuk diperdagangkan dengan syarat keuntungan dibagi antara
mereka berdua.

kepada orang lain secara cuma-

Wagqaf, yaitu menanam suatu benda yang bisa diambil
manfaatnya dan bersifat tetap untuk satu tasharruf tertentu saja.

Igrar, yaitu pengakuan seseorang atas suatu hak yang menjadi
tanggungannya.

u. Wasiat, yaitu pemberian suatu hak kebendaan yang

digantungkan setelah pemilik benda tersebut mati.*

Begitu luasnya ruang lingkup kajian mu‘amalat ini dan apa
lagi jika dikaitkan dengan penelitian disertasi yang memfokuskan
pada kasus pendulangan intan dan jual beli hidup, maka kerangka
teori yang akan digunakan adalah hal-hal yang bcrkaitaT\ dengan
rahn, jual beli, al-‘urf, al-'agd dan shirkah yang terkait dengan
praktik mu'amalat dalam tradisi masyarakat Banjar.

" Suhendi, Fikth Muamalat, 5.
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1
3 Jua) B¢

) Peagertiz? py berasal dari bahasa Indoneslml el
2} Pess j i
sal belt 333':‘;” mengikat antara penjual, galtu
i persetujuan Sail L;nbeli sebagai pihak yang me_m ayali
. ﬂ:u‘l baranz dan p;\an dalam bahasa Arab, kata jual bel;
mesyerah} - Sedangk — e — L
Seda ge <al dari kata ey boed tb

Kata J

har72 ‘3-11‘10“21'
[ _ 1 yang
disebut dengan &= 742

2 . diartikan
7 i 1 beli secara bahasa
ieab Subul al-Saldm, jua
Dalam kitzb

. harta.
= e kan harta dengan

. (L +LLi artinya pemili
~nz2n “'_; J.a-/.J"

Py
C&

N i iy -Akhydr, jual beli secara
q kitab Kifayah al-4
Sedzngkan dalam
hahasa diartikan dengan :

. e “artinyamemberikan sesuatu dengan
ot Bl G g e
&=

izhalan sesuatu.

Adapun dalam kitab /'anat al-Talibin, jual beli diartikan
dengan

5 ol artinya pertukaran sesuatu dengan sesuatu
yang lainnya.

Menurut istilah (termenologi) jual beli didefinisikan oleh para
ulama sebagai berikut :

a)?.a5 0l ol Je o JU T ) AR e e e JU ol

“Pertukaran harta atas dasar saling rela ataw memindahkan milik
dengan gunti yang dibenarkan.”

" Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai
Pustaka, 1990), 366,

A 'l\:;;;d:;aw“ir, ALMunawyir: Kamus Arab Indonesiq (Yogyakarta: Pustaka Progresif,
” Muhammag pip

st g Smail a-Kablani, Sibt ol Sgpm (Indonesia: Maktabah Dakhlan, tth.),

"“Taqln-uddin Abu Bak ini |
i U Bakar Muhammag al-Husainj, Kifayah al-Ahydr (Beirut: Dar al-Fikr,
& aI-Dnm}ali, L'ungy al-Talipin 2
“ Savyid Sap e
i Sath»Ftk:hSmmah(Beirul; Dir al-Fikr, 1983), Jilid 111, 9
40 o Yu'g | N
- amg),
at dolam Tradis; Masyarggg Banjar

by o~ S e i s, i

S GEA SNy oy b iU 2 2L
43 ¢
Su

“Memiliki sesuaty bendy dengan mengzanii sesuatu atas dasar
izin syara’ atau dengan ke

pemilikan manfaay yang dibolehkan harus
melalui pembayaran berupa uang, -

Dari beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa
Jual beli adalah persetujuan antara penjual dan pembeli terhadap
pertukaran kepemilikan barang yang ada nilainya dengan cara-

cara tertentu menurut syara’ dengan akibat beralihnya kepemilikan
barang.

b) Dasar Hukum Jual Belj

Di dalam al-Qur’an diatur tentang jual beli y.

ang baik agar
terhindar dari perbuatan yang dapat merugikan. Firm

an Allah SWT:
£V SV L sty
oply Glb i sl o, o e el S L s S gy U &

SO L o U ool gl e g dil

WO gl a3 L sl sy g

Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri
melainka,

n seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran
(tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah
disebabkan mereka berkata (berpendapar), Sesungguhnya jual beli jiu
sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan Jual beli dan
mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya
larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka
baginya apa yang telah diambilnya dahuly (sebelum datang larangan);
danurusannya (terserah) kepada Allah, orang yang kembali (mengambil
riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka: mereka kekal

di dalamnya +
Berkenaan dengan ayat ini, salah seorang mufasir terkenal
Muhammad Mustafa al-Maraghi menerangkan bahwa dalam hal
mu'amalat, Allah SWT telah menggariskan cara mu’amalgt yang

' Syamsuddin Abdullzh Muhammad bin
nesia: Dar al-Thya, tth)), 30.

* al-Quran, 2: 275.

Qasimi al-Shafi’i, Far al-Qarib al-Murib (Indo-
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manusia, dalam hal ini adalah biSnisJ' alg
elj

bolehkan mengambil keuntungan darjj
l]al

qtu piha : piio .
antara satU P i parang jualannyd tetapi dalam hal rip, o
peli. sebagal & oan keras sebab sangat merugikan "1ﬂnu;h

o ) i I

SWTmek a kepada eksploitasi antar manys;

L. ‘ g
i dan membaw i
it sendir! ”
kehancuran ekonom!.

Jual beli s€

dilaksanakan atas d ‘
antara penjual dan pembeli.

bagai salah satu card memperoleh harta har,
=) . . S
asar suka sama suka atau saling saling rel
anya saling rel .
Dengan adany grelamaka jy,,

beli yang dilangsungkan terlaksana dengan nyaman, dan
€

diharapkan penghasilan yang diperoleh mendatangkan berkal
i ak terjadi seseorang memakan harta orang lain secay,

hingga tid :

z:m“g:ebazaima"a firman Allah SWT yang berbunyi :
iy o P o 6 05559 Joy (S (Sgal WISTY 1l
ey oS O 0] St

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan
harta sesamamu dengan Jjalan yang batil, kecuali dengan jalan
perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan
Jjanganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya A llah adalah Maha

Penyayang kepadamu.*

Menurut Mufassir Ahmad Mustafa al-Maraghi, maksud kata
al-batil dalam ayat tersebut adalah mengambil harta tanpa
pengganti yang hakiki yang bisa dan tanpa keridhaan dari pemilik
harta yang diambil itu.”

Dan juga al-hadith Rasulullah SAW yang berbunyi :

& o B ey J6 ¢ Jsie St s Ul e ¢ JU ol o Gl Lo o 55l e
Bl oty ) o oo (I 6 oy el

“ Muhammad Mustafa al-Maraghi, Tafsir al-Maraghi. Ali
y Maraghi, -Maraghi. Alih Bah. <
(Semaranz: Toha Purra, 1999), Juz 11, 102. ¥ s Bl A Bafar
* ad-Qur'én 4 29

€ Al Maraoki Tk
a-Moraghi, Tafsir gl Maraght, 25

2 .
2 oyt
> My omzlar dalam Toa r
emzlar dalam Tradisi Masyarakat Bamy,

y Dari Dd‘ud Ib‘r‘t Sdlih al-Madndé dari ayahnya, katanya : Saya
.'5"1 N e”g‘;: Abl' T’}ab“{{ al-Hudri berkata : Rasulullah SAW bersabda :
esungguhnya jual beli itu adalah atas d. ) )
kamu.(HR. Ibn Mijah) as dasar suka sama suka diantara
Dalam suasana ibadah, jual beli masih dibolehkan sepanjang
tidak menganggu ibadah. Hal ini dapat dilihat dari firman Allah

SWT dalam al-Qur’an:
Pl e B S36 Slip e il 55 (o) o S i f lom (Sl
A b a5 e 0570l (ST 0yl

‘ Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil
perniagaan) dafi Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari
‘Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy ‘aril haram. dan berdzikirlah
(dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadan;
dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang
yang sesat.”’

Aturan tentang cara jual beli yang baik agar terhindar dari
perbuatan yang dapat merugikan diri pribadi maupun orang lain,
sehingga memperoleh hasil jual beli yang bersih dan suci dalam

pandangan Islam serta mendapatkan berkah juga diatur dalam al-
hadith Nabi SAW yang berbunyi :
¢ ol S e oy e 1 Lo ST Sy 1 i Bl ) i) (p B
50 . -
(S ol ) - gre g S5 e ) Jess JU
Dari Rifd'ah Ibnu Rdfi’ ra, sesungguhnya Nabi SAW pernah
ditanya oleh seorang pemuda tentang usaha apakah yang paling baik ?

Beliau bersabda : lalah orang-orang yang bekerja dengan tangannya
dan tiap-tiap jual beli yang mabrur (halal). (HR. Baihaqi)

¢) Rukun dan Syarat Jual Beli
Abdurrahman al-Jaziri mengemukakan bahwa :
Wl Opd O L diall 0Y Ole Lgie JS) 4 25iny Liley dhs ¢ iz g1 OIS
S Nys 41 Ut 5 o Ul aally L 0S5 o Lt e 3gially Yjms

4 al-Qur’an, 2: 198.
% Abu Bakar Muhammad Ibn Hasan Ali al-Baihagi, Sunnah al-Kubra (Beirut. Dis al-Tikr,

tth). Juz V, 263.
51 Abdurrahman al-Jaziri, Kitab al-Figh “Ald al-Mazihib al-Arba’‘ah (Kairo: Mathsba'sh

alIstiqamzh, tth), 155
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iru ada enam perkara: yaitu {iglm{. orang yang
erjual belikan. Dan masmg-mu..r/ng terbag;
Xad itu penjual dan pembeli, kemudiay,
harga, adapun sighat yaitu ijéb dan

“Rukun jual beli
berakad dan barang yang dip
dua, vaitu : orang yang bera
barang yang diperjual belikan dan
qabul " o

Menurut Abu Bakar Mansyur rukun jual beli yaitu :
(1) sle , orang yang beragad.
(2)4de 2 4ina, Yang mengaqadkan.
(3) dazua, sighat”
Acar rukun tersebut sah dan sempuma, maka harus memenuyhj
syarat-syarat sebagai berikut :
(1)Penjual dan pembeli, keduanya disyaratkan :

(a) Berakal,

(b) Tidak boros,

(c)Baligh,

(d) Dengan kehendak sendiri (bukan terpaksa).”
Bila terpaksa karena hak (benar), maka jual beli ini sah,
sebagaimana jika dipaksa oleh Hakim untuk menjual

hartanya demi melunasi hutang, paksaan yang demikian
adalah paksaan yang hak.

(2) Barang dan harga, keduanya disyaratkan :

(a) Suci barangnya, yaitu bukan najis dan diharamkan,

(b)Ada manfaatnya,

(c) Bendanya dalam keadaan nyata dan dapat dikuasai
(d)Milik sendiri

* al-Dimyati, 7 Gy al-Talibin, 3,

" Muhammad Rifaj Hmu Fikih
3 Islam Lengkap (Semar;
ang: Toha Putra, 1978), 404

M My Gmalar dalam Tradisi Masyarakay Banjar

(e) Diketahui oleh penjual dan pembeli >
(3)jab qabul (sighat), keduanya disyaratkan :

(a) Satu sama lain berhubungan disatu tempat tanpa ada
perpisahan yang merusak.

(b) Ada kesepakatan ijab dan gabul pada baran g yang saling
mereka rela berupa barang yang dijual dan harga

barangnya. Jika keduanya tidak sepakat, jual beli
dinyatakan tidak sah.

(c) Ungkapan harus menunjukkan masa lalu (madi) seperti
perkataan penjual “aku telah jual” dan perkataan pembeli
“aku telah terima”.5

d) Macam-macam Jual Beli

Di dalam kitab Matan Ghayah Wattaqrib disebutkan bahwa
jual beli ada tiga macam, yaitu :
Ddony 3]l L 3 Byopn tod g ok Salis e o ¢ L3l O £y
%6 358 W ALt L L (ar gy 0 Jhogs o 2iuall
Adapun jual beli itu ada tiga macam, yaitu : jual beli sesuatu
yang dilihat maka dibolehkan, inenjual benda yang diberi sifat dalam
suatu tanggungan maka dibolehkan, jika didalamnya terdapat satu sifat
yang ditetapkan dari beberapa sifat pesanan, menjual barang yang tidak
ada dan tidak dapat dilihat maka tidak dibolehkan.
(1)Jual beli sesuatu yang dapat dilihat, yakni barangnya ada
ditempat, maka jual beli itu hukumnya boleh, jika memang
ditemukan syarat, seperti :

# Chairuman Pasaribu dan Sukhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam (Jakarta:
Sinar Grafika, 1994), 35.

%5 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, terj. Kamaruddin al-Marzuki (Bandung. al-Ma'arif, 1994),
Jilid 11, 50.

% Ahmad bin al-Husain bin Ahmad, Matan Ghayah Wattagrib (Maktabah Muhammad bin
Ahmad Nabhan Wa Auladah), 20.
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(3)Menjual barang yang tidak ada dan tidak dapat dilihat mata

).
r oo dnt wanya su . sesual dengan yap . ‘ )
(@) Keadaan b mbil manfaatny? sosll RESOING kedua belah pihak (pembeli dan penjual), maka hukumnya
b) Bendanyd dapat it " tidak boleh.”
( T . o % SOy
dimaksud nakan atay discrahkan kepady 3 b Al-Raln (Gadai)
|

g diterit
(¢) Bendany? dnp:)‘t dite

o i el  enee dy -
pihak pembe ang diberi sifat d.llnnl Suaty
(u benda Y jinamai **Pesanan”, maky

coperti ini ¢ a
an ‘:;P;,[qmn)"‘ terdapat satu sifat yang
ika didald
4 sifat pesanan.

g dinamakan jual beli salam

ng : . |
a ';mt yang harus dipenuhi agar jug]
‘ard t :
yarat tersebut menurut Sayyid

(Z)hlcnjual sua >
tanggungan- Penju

hukumnya polch ket '
ditetapkan dari beberap

pesanan ataupun )‘~
mempunyai beber':lp.jl s)] ]
beli tersebut menjadi sa l.h .
Sabiq terbagi kepada dua hal:

(a) Syarat pembayaran m odal
. Diketahui jelas jenisnya,
. Diketahui jelas kadarnya,
- Diserahkan di Majelis.
(b) Syarat yang disalamkan
- Bahwa barang tersebut ada dalam tanggungan,

- Barang tersebut berkriteria yang bisa memberikan
kejelasan kadar dan sifat-sifatnya yang
membedakannya dengan lainnya, agar tidak
mengandung gharar dan terhindar dari perselisihan,

- Bahwa batas waktu diketahui jelas.®

1) Pengertian

Dalam bahasa Arab, gadai diistilahkan dengan al-rahn yang
secara ctimologi mengandung pengertian menggadaikan,
merungguhkan.® Namun demikian, ada juga pengertian lain dari
kata al-rahn yang menurut istilah bahasa (lughah) berarti tetap,
kekal dan jaminan.*? Dalam definisi lainnya, al-rahn atau gadai
menurut bahasa disebut dengan al-thubit (& _,:\S]l) dan al-habs
(uuall) yaitu penctapan dan penahanan. Ada pula yang
menjelaskan al-rahn adalah terkurung atau terjerat.”?

Dalam Fikih Sunnah, menurut bahasa al-rahn adalah tctap
dan lestari, seperti juga dinamai al/-habs artinya penahanan, seperti
dikatakan: Ni'matun Rahinah, artinya karunia yang tetap dan
lestari.®

Menurut Zainuddin dan Jamhari, gadai adalah menyerahkan
benda berharga dari seseorang kepada orang lain sebagai penguat
atau tanggungan dalam utang piutang, Borg adalah benda yang
dijadikan jaminan. Benda sebagai borg ini akan diambil kembali
setelah utangnya terbayar. Jika waktu pembayaran telah ditentukan
telah tiba dan utang belum dibayar, maka borg ini digunakan
sebagai ganti yaitu dengan cara dijual sebagai bayaran dan jika
ada kelebihan dikembalikan kepada orang yang berutang.5s

@ Amar, Terjemah Fathul Qarib, 230-231.

% Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indornesia, (Jakarta: Yayasan Pcnyélcnggara Al-Qu’an,
1983), Cet. I, 148,

 Sabiq, Fikih Sunnah, 139.

_—
57 . < | = i ikih M
Imron Abu Amar, Terjemah Fathul Qaril (Menara Kudus: tp., tth), Jilid I, 229. ( “ SS l:TCH(;I,A/‘;/Zh a1,
aoiq, Fikih Sunnah, 150.

** Ibid., 230. §
* Sabiq. Fikih Suwmah, 92, | “ A. Zainuddin dan Muhammad Jamhari, Al-Islam 2, Muamalat dan Akhlag (Bandung:
! Pustaka Setia, 1999), Cet. 1, 21. -
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a, al-rahn berarti perjanjian
ayang oleh pemiliknya dij:\dikunjumin?n '_‘U“lilng
adikan sebagai pembayar hak _P'l".ﬂng
tersebut, baik seluruhnya maupun scbagainya. Penyerahan jam '"i}n
tersebut tidak harus bersifat aktual (berwujud), namun yang k:rhiblh
penting penyerahan itu bersifat legal. l'nisnlnyu bcrull')a pcnlyt,;n han
sertifikat atau surat bukti kepemilikan yang sah suatu harta

Menurut beberapa mazhab bahw

penycrahan hart
vang nantinya dapat dyj

jaminan.*

Dalam hal ini Ghufron A. Mas’adi, mengemukakan bahwa

yang dimaksud al-rahi (gadai) adalah sebuah a{; aqd utang
’ ai dengan jaminan (atau agunan). Sedangkan
rahn itu berarti memegang sesuatu yang
dilakukan pada waktu

piutang yang disert
di dalam shari‘ah . al- .
mempunyai nilai. bila pemberian itu
terjadinya utang.*

Syafe’i Antonio, al-rahn (gadai)

Sedang menurut pendapat to  (ga
adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan

atas pinjaman yang diterimanya.®”

Menurut istilah, yang dimaksud dengan al-rahn adalah :

a) Apabila seseorang ingin berhutang kepada orang lain, ia
menjadikan barang miliknya baik berupa barang tak bergerak
atau berupa ternak berada di bawah kekuasaannya (pemberi
pinjaman) sampai ia melunasi hutangnya.”

b) Al-'4qd yang objeknya menahan harga terhadap sesuatu hak
yang mungkin diperoleh bayaran dengan sempurna darinya.”

« Hassan Sadily, Ensiklopedi Islam (Jakarta: PT. Ichtiar van Hoove, 2000), Jilid, V, 1480.

€ Ghufron A.M. As'adi, Fikth Muamalat Kontekstual (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
2002), Cet. I, 175-176.

“ A. Rahman I, Doi, Muamalat Syariah 1ll (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996),
Cer 1,72

** Muh. Syafei Antonio, Bank Syariah dan Dari Teori Ke Praktek (Jakarta: Gema Insani
Press, 2003). Cet.I, 128.

™ Sabig, Fikih Sunnah, Cet. 1, 150.

" TM. Hashi As-Siddieqy, Pengantar Fikih Muamalat, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1984),
Cet 11, 86-87. '
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c) Menjadikan suatu benda be
o D rharga dala
baga ‘ m pandangan syara’
Zitatd:nj::]:;nag ;xltas hutang selama ada dua kemgungk)i/nan
e gembalikan uang atay ynguk T
uang itu. & 1l sebagian
d) Menjadikan zat suatu benda jaminan hutang,”

e) Suatu barang yang dijadikan
N peneguhan at
kepercayaan dalam hutang-PiutangJ«i = atau penguat

f) Al-'Aqd Perja.njian pinjam-meminjam dengan menyerahkan
barang sebagai tanggungan llutang_75

g) Sesuanlj yang diletakkan pada seseorang yaitu sesuatu barang
yang diganti dengan barang yang lain,

h) Menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syara’
sebagai tanggungan hutang, dengan adanya benda yang menjadi
tanggungan itu seluruh atau sebagian hutang dapat diterima.”

2) Dasar Hukum A/-Rahn

Dalam Islam, al-rahn merupakan sarana saling tolong-
menolong bagi umat Islam, tanpa adanya imbalan jasa. al-ralm
hukumnya jaiz (boleh) menurut Al-Qur’an, as-sunnah dan ijma’.”*
Adapun dasar hukum al-rahn ini yaitu:

" Sabiq, Fikih Sunnah, 187.

¥ Ibid., 106.

M Ibid., 106.

7S Masyfuk Zuhdi, Masail Fighiyyah, (Jakarta: Haji Masagung, 1998), 153.

% Jamaluddin Muhammad Ibnu Manzilr, Lisdn al-Araby, (Beirut: Dar al-Shadri, ), Jilid
XI1I, 188.

7 Ahmad Azhar Basyir, Riba Utang Piutang dan Gadai, (Bandung: Al-Ma‘arif, 1983), 50.

™ Sabiq, Fikih Sunnah, 139.
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Hai orang-orang} ang

: : ku

ok yang ditentukan, _heqdakla.h kamy
i untuk ]\u 1akiah seorang penulis di an{a:a kamy
menuliskannyd. dan Iffl‘benar. dan janganlah penulis enggan
menuliskannyd Je'lg.a" Allah mengﬂjarkamlw’v meka hendaklah
ma sebagaimand : ang berhutang it mengimlakkan (apq

12 menalis dan hendaklah oranﬁ)1 dfk!ah ja bertakwa kepada Allah
vang akan ditulis itu), f{an e:,raﬂgi sedikitpun daripada hutangnyq
G janga"[f’(’ mmt’:f yang lemal akalnya atau lemah
jika yang he'hum”g-”:e::ﬁrjgzidak wampie miengin lakkan, Makq
(keadaannya) ala WI mlakkan dengan jujur: dan persaksikanlah
hend.:l;];k ‘;ar::?g {10’2:; im' orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak
jfi’f;;a fang lelaki, Maka (boleh) seorang 19101”14‘{"” d’f“ orang
perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhat, supayaj ika seorang lupa
Makayang seorang mengingatkannya. jangan[aﬁ saksl-.saksl ituenggan
(memizeri keterangan) apabila mereka dipanggil; dan]angan/ah kamu
Jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu
membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih
menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan)
keraguanmu. (Tulislah mu'amalatmu ity), kecuali jika muamalat itu
perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak
ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah
apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit
Zten)-ulﬂkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya
A[[I[[aZJ»IAI;(]{IU/Hh sua{u kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada
; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuat.”

menuliskan

| Dalam ayat di atas dijelaskan, bahwa apabila sesorang berada
alam keadaan bepergian dan hendak melakukan suatu tindakan

bermu ') .
u’amalat ataupun suaty transaksi hutang-piutano kemudian
B

" al-Quran, 2: 282,

30w A ‘amalat dalam Tradisi Masyarakay Banj
njar

ia tidak mendapatkan seseorang yang adil dan pandai dalam hal
penulisan transaksi hutang, maka hendaklah meminta kepadan'ya
suatu bukti lain sebagai bukti kepercayaan atau penguat, yaitu
dengan menyerahkan sesuatu berupa benda atau barang yang
berharga sebagai jaminan yang dapat dipegang atau hutang.*° Hal
ini dipandang perlu karena untuk menjaga agar kedua belah pihak
yang melakukan perjanjian gadai itu timbul rasa saling
mempercayai antara satu sama lainnya, sehingga dalam transaksi
gadai tersebut tidak menimbulkan kecurigaan yang kemungkinan
akan terjadi suatu perselisihan antara para pihak yang
bersangkutan.

Jaminan yang ada di tangan pihak piutang adalah amanah
dan si piutang tidak memiliki hak untuk memanfaatkan atau
menggunakannya di jalan yang tidak benar, melainkan ia harus
berupaya memelihara dan menjaganya agar ketika orang yang
berhutang membayar pinjamannya, maka jaminannya itu
dikembalikan kepadanya secara utuh. Orang yang berhutang pada
hakikatnya dianggap sebagai orang yang amanah sehingga
diberikan pinjaman, maka ia harus membayar hutangnya itu tepat
pada waktunya, agar orang yang memberikan pinjaman tidak
memperoleh kerugian. Khususnya di tempat di mana orang yang
berpiutang kepercayaannya kepada yang berhutang sedemikian
besarnya sehingga tidak meminta jaminan, maka dalam kondisi
seperti ini, pihak yang berhutang harus ingat kembali kepada
ketentuan dasar yang diatur dalam hukum Islam dan tidak
menzalimi orang lain dengan memakan hartanya secara batil.*'

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa pada dasarnya
hukum gadai itu adalah jaiz (boleh), hal ini didasarkan kepada al-
Quran, al-sunnah dan al-ijjma’ %

¥ al-Maraghi, Tafsir al-Maraghi, 98.
M Tbid., 99.
% Sabiq, Fikih Sunnah, 150.
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Rasulullah SAW pemah bersabda dalam sebuah hadith-Nya
yang diriwayatkan oleh al Bukhari dari Aishah ra.‘yang berbunyi :

o oy e ) o 81 Dy i) B e ) (o) B e

83 (Gl olyy) - asy> 4ty Llabs (6344
iAi cata: ) ’ pernah membeli bahan
makarﬂ‘:n”:cl‘:x?‘ig:raa:egrk)lzz;lgf ﬁ::a[f;“ ;::Ij:gxil’;ng kemudi.a:? be_liau
meninggalkan (menggadaikan) baju besi beliau sebagai jaminan
utangnya.(HR. Bukhori)*

Para ulama telah bersepakat bahwa al-rahn itu boleh dan
mereka tidak pernah mempermasalahkan kebolehannya, demikian
pula dengan landasan hukumnya.®* Di samping itu, berdasarkan
fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 25/DSN-MUI/I11/2002,
tanggal 26 Juni 2002 dinyatakan bahwa, pinjaman dengan
menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk al-
rahn dibolehkan. Jumhur ulama berpendapat bahwa al-rahn

disyariatkan pada waktu tidak bepergian maupun pada waktu
bepergian.®

Utang piutang itu sendiri adalah hukumnya mubah bagiyang
berhutang dan sunnah bagi yang mengutangi karena sifatnya

menolong sesama. Hukum ini bisa menjadi wajib manakala orang
yang berutang benar-benar sangat membutuhkannya.®’?

3) Rukun dan Syarat-syarat Al-Rain

Menurut jumhur ulama bahwa rukun gadai (al-rahn) itu dapat
dikelompokan kepada empat macam, yaitu:

¥ Muhammad bin Isma’il abﬁAbdillah,Al-JamT'AI—Saflih' hih i (Beirut: DA
Tbn Katsir,1987), Juz 11T, 261, e o Dl

¥ Sabiq, Fikih Sunnah 12, 140.
# M. Sholekul Hadi, Pegadaian Sy

M ariah, Cet. I, (Jakarta: Selemba Diniyah, 2003), him.
 Ibid., 52.
¥ A. Zainuddin dan Muhammad Jamhari, A1-1s/ 2,
, Al . M 5
Ptk S B b 'slam fuamalat dan Akhlag (Bandung:

52 o Mu'amalat dalam Tradisi Masyarakat Banjar

a) Shigat (1afal jjab dan qabal).
b) Orang yang berakad (al-rahip dan q/-

murtahin).

¢) Harta yang dijadikan agunan (al-marhun),

d) Hutang (ar-marhun bih) s

Ada beberapa syarat sahnya al-’aqd al-
baligh(dewasa), wujudnya marhun yang dipegang sebagai jaminan
oleh murtahin.® Di samping syarat-syarat sah al-rahn, juga
terdapat syarat-syarat lain dari al-rahn atau gadai
dipenuhi secara hukum fikih, di antaranya yaitu:

rahn yaitu berakal,

yang harus

a) Cakap bertindak hukum. Kecakapan bertindak hukum
diwajibkan kepada orang yang telah baligh dan berakal.

b) Syarat sighat (lafal), yaitu ucapan/lafal yang dibarengi
dengan syarat tertentu. Misalnya, orang yang berhutang
mensyaratkan apabila tenggang waktu hutang telah habis
dan hutang belum terbayar, maka al-rahn itu di perpanjang
selama satu bulan atau memberi hutang serta mensyaratkan
harta agunan itu boleh ia manfaatkan. Untuk sahnya al-rajmn,
pihak pemberi hutang harus disaksikan oleh dua orang saksi.
Apabila agunan dijual ketika al-rahn jatuh tempo dan orang
yang berhutang tidak mampu membayar hutangnya, maka
syarat tersebut batal.

c) Syarat marhun bih (hutang) yaitu: pertama, merupakan hak
yang wajib dikembalikan kepada orang tempat berhutang.
Kedua, hutang itu boleh dilunasi dengan agunan dan ketiga,
hutang itu jelas dan tertentu.”

* Nasrun Haroen, Fikik Miamalat, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 254.
*¥ Hadi, Pegadaian Syariah , 53.
* Haroen, Fikih Muamalat, 254-255.
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arat marhun (barang yang
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aitu:

Beberapa hal yang m "
{ antaranya,
dijadikan agunan). di antaranya, »

i ch dijual dan
barang jaminan (agunan) itu bole .|. '
s S an hutang. Kedua, barang jaminan

anfaatkan. Scbagai contoh,
aminan dan khamar
oa tidak bermanfaat

nilainva seimbang deng .
itu dinilai harta dan boleh dim \

i =
hamar tidak boleh dijadikan barang J

ernilai, ju
i <uk ke dalam harta bemilai. ]
tidak termasuk ke da uga tidak ‘
mar tidak sah bila dijadikan barang

h
alam Islam. maka /x U :
X jaminan itu jelas. Keenipat, agunan

jaminan. Keriga, barang o pal, agu
’;tu milik sah orang yang berhutang. Kelima, barang jaminan

itu tidak terkait dengan orang lain. Keenam, barang jaminan
itu merupakan harta yang utuh, Iidak.ben‘ebarz.m dalam
beberapa tempat dan kerujuh, barang jaminan itu boleh
diserahkan, baik materinya maupun manfaatnya.”

Apabila barang yang digadaikan itu secara hukum telah
berada di tangan pemberi hutang dan uang yang dibutuhkan
telah diterima peminjam hutang. Apabila barang jaminan
itu berupa benda tidak bergerak seperti rumah dan tanah,
maka tidak harus rumah dan tanah yang diberikan, tetapi
cukup surat jaminan tanah dan surat-surat rumah yang
dipegang oleh pemberi hutang.

d) Syarat terakhir yang merupakan kesempurnaan a/~rahn yang
disebut sebagai gabd al-marhun (barang jaminan dikuasai
secara hukum oleh pemberi piutang). Syarat ini menjadi

sangat penting sebagaimana dinyatakan oleh Allah SWT
dalam surat al-Baqarah ayat 283.

Apabila barang jaminan ity telah dikuasai oleh pemberi
:u]tang.. maka al-'aqd al-rahy bersifat mengikat bagi kedua
bZrah plbak4'01c11 sebab itu, hutang tersebut terkait dengan
o ang.Jam;\nan, sehingga apabila hutang tidak dapat
tlunasi, maka barang jam: ij it
& Jaminan dapat djjya| dan uang itu

dibayar. Apabila dalam penjualan barang jaminan ada

kelebihan uang, maka wajib dikembalikan kepada
pemiliknya (rahin).

Mengenai al-gabd juga terdapat beberapa syarat yang harus
dipenuhi, yaitu: pertama, al-qabd harus ada izin dari orang
yang menggadaikan (rahin). Kedua, pihak yang melakukan
al-'agd al-rahn cakap bertindak hukum ketika terjadinya
al-qabd.”* Syarat tersebut sesuaj dengan tuntutan surat al-
Baqarah ayat 283 sebagaimana telah disebutkan di atas.

Dalam pemahaman mazhab Shafi’i, ketetapan mengenai

syarat-syarat sah gadai adalah sebagai berikut :

a) Syarat luzum (tetap), yaitu syarat serah terima barang

gadaian. Jadi bila barang gadaian itu belum diterima oleh
penerima gadai, maka bagi pemberi gadai masih berhak
menarik kembali perjanjiannya.

b) Syarat sah gadai yaitu:

(1)Syarat yang berhubungan dengan al-’agd . Hal ini
hendaknya jangan dikaitkan dengan syarat yang tidak
sesuai dengan al- 'aqd itu sendiri, karena yang demikian
itu akan membatalkan al-"agd gadai.

(2) Syarat yang berhubungan dengan para pihak, misalnya
kedua belah pihak sudah cakap dalam bertindak, sampai
umur, berakal sehat dan tidak dalam pengampuan.

¢) Syarat yang berhubungan dengan barang gadai adalah:

(1) Barang gadaian itu haru hak milik sempurna.
(2) Barang gadaian itu harus benda yang tahan lama.

(3)Barang gadaian itu harus benda yang suci.

* Ibid,, 255,
* Ibid., 255,
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(4)Barang gadaian itu harus bermanfaat dan bernilaj

menurut pandangan syara’.

d) Syarat yang berhubungan dengan marhun bih yaitu:

(1)Gadai itu harus disebabkan hutang yang pasti.

menjadi tanggung jawab pemilik barang, yaitu rahin.%
K'a.renanya setiap manfaat atay keuntungan yang
ditimbulkannya menjadi hak pemilik barang. Hal ini
berdasarkan sabda Nabi SAW berikut:

o A ERY 16 oy e i Lo ol e 2 i g of

_ (2)Hutangnya sudah tetap seketika atau masa yang akan
(@hiJLﬂ!J sl oly,). 40,8 ey ani 6o, U g>lo

datang.
(3) Hutang itu sudah diketahui benda, jum]ah dan sifat- Dari Abi Hurairah r.a. Bahwasanya Nabi besar Mihammad SAW
sifatnya.” pernah bersabda : .Gadainn itu tidak menutup akan yang punya dari
. manfaat barang itu, faedahnya kepunyaan dia, dan dia wajib

mempertanggung-jawabkan segalanya (kerusakan dan biaya). (HR. Ash-

Berdasarkan dari beberapa uraian yang telah disebutkan
tentang syarat sahnya gadai, maka dapatlah dipahami
bahwa syarat merupakan suatu yang harus dipenuhi
sebelum melaksanakan perjanjian gadai, sehingga
perjanjian gadai tersebut sah menurut ketentuan syara’.

4) Pemeliharaan Objek Gadai dan Biayanya Menurut para
Fugaha

Selama barang gadai ada di tangan pemegang gadai,
maka kedudukannya hanya merupakan suatu amanat
yang dipercayakan kepadanya oleh pihak penggadai.
Sebagai pemegang amanat, murtahin berkewajiban
memelihara kemaslahatan barang gadai yang diterimanya
sesuai dengan keadaan barang. Untuk menjaga
keselam.atan barang gadai tersebut dapat diadakan
PCFSCU}JUHH penyimpanannya. Kemudjan barulah
persetujuan diadakan setelah perjanjian gadai terjadi.*

Mengenai biaya perawatan atau pemeliharaan barang

Shafi’i dan Daruqutni).”

Bagaimanapun mereka tidak sependapat mengenai jenis

perbelanjaan yang mesti ditanggung oleh rahin. Ulama

Hanafiah berpendapat bahwa tagihan pembelanjaan yang

mesti ditanggung oleh rahin, sebagai pemilik barang

gadai dan oleh murtahin sebagai orang yang

bertanggungjawab menjaganya adalah sebagai berikut:

segala perbelanjaan yang diperlukan untuk kepentingan
barang gadai hendaklah ditanggung oleh rahin, karena
barang tersebut hak miliknya dan segala perbelanjaan
untuk memelihara barang gadaian hendaklah ditanggung
oleh pegadai (murtahin), karena ia yang berhak
memegangnya maka ia terikat dengan perkara-perkara
yang berkaitan.”

Dalam hal ini penggadai bertanggung jawab untuk
menyediakan atau membayar biaya makanan, minuman
dan penggembala jika barang jaminannya berupa

binatang ternak dan juga bertanggungjawab a.tau
sihan, perparitan

gadai, pada prinsipnya fugaha sepakat bahwasanya membayar biaya penyiraman, pember

s - . :
egalarisiko atau biaya yang timbul untuk pemeliharaan

% Ghufron A. Mas’adi, Fikih Muamalat Kontekstual, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002),

- 178 i
* Muslim brahim Abdurauf. Ng-g : . Hlatuhu, Jilid V, (Beirut: Dér al-Fikr, 1984),
L Nazarivah al-'15 . 2 % i - Figh al-Islimi wa Adillatuhu, Jd Y,
al-Azhar, 1983), 328-329. rivhal-gdlah fial.F iqh al-Mugarran, (Mesir: Jami’ah \I\/§121bah az-Zuhaily, Al-Figh akIsldm
" Ibid.,182.

™ Basyir, Riba Utang Piutang, 53.
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A Ud o

ilik barang.

dan cukai] .
itu merupakan biay
ditanggung oleh pem |

o ra bertanggung jawab v)cnyu‘dmknn atay
Pegadai juga biava upah menjaga dan tempyy
membayarkan I,'lcni sewa kandang, sewa tempyg
o Larcn; Se\\a pemeliharaan barang gﬂ_daian
simpanan cgung jawabnya. Berdasarkan tanggung jawal
idr:’al:u‘stiad;l I‘id.‘lk :u.ia hak untuk nTengcnukan Syarat
dalam aqad gadaian bayaran upah mesti kepadanya.umuk
memelihara barang gadaian, karena tanggung jawab
tersebut adalah kewajibannya. Tidak ada bayaran upah
dikenakan pada perkara yang diwajibkan. Ulama Maliki,
Shafi’i dan Hanbali, (jumhur) berpendapat bahwa semua
perbelanjaan dan bayaran perkara-perkara yang berkaitan
barang gadaian mestilah ditanggung oleh penggadaij

(rahin)®

pemeliharaan,

5) Pemanfaatan objek gadai menurut para Fuqahd

Pada dasarnya barang gadai tidak boleh diambil
manfaatnya, baik oleh pemiliknya maupun oleh penerima
gadai. Hal ini disebabkan status barang tersebut hanya
sebagai jaminan hutang dan sebagai amanat bagi
penerimanya. Namun apabila mendapat izin dari masing-
masing pihak yang bersangkutan, maka menurut para
Jugahd barang gadai atau jaminan boleh dimanfaatkan.
‘V””a/’i” hanya berhak menahan barang gadai, tetapi
bdak befhak menggunakan atau memanfaatkan hasilnya,
sebagaimans pemilik barang gadai tidak berhak
men'.'e!uarkanhasil‘ r:pablla. 'barang gadainya itu

< » maka hasi] it menjadi milik rahin.”

* Haroen, fipp Muamaly, 55

2

m Tradys Masyarakg, Banjay

Para ulama fikih Juga sepakat bahwa barang yang
dijadikan jaminan itu tidak boleh dibiarkan begitu saja
tanpa menghasilkan sama sekali, Sebab tindakan tersebut
termasuk menyia-nyiakan harta yang dilarang oleh Rasul
SAW. Tetapi mengenai boleh tidaknya pihak pemegang
barang jaminan memanfaatkan barang jaminan meskipun
mendapat izin dari pemilik barang jaminan, dalam hal
ini terjadi perbedaan pendapat para ulama fikih.

Jumhur ulama fikih selain ulama Hanabilah berpendapat
bahwa pemegang barang jaminan tidak boleh
memanfaatkan barang jaminan karena barang itu bukan
miliknya secara penuh. Hak pemegang barang jaminan
terhadap barang itu hanyalah sebagai jaminan piutang
yang ia berikan. Apabila orang yang berhutang tidak
mampu melunasi hutangnya, maka barulah ia bolch
menjual atau menghargai barang tersebut untuk melunasi
piutangnya.'®

Jika pemilik barang mengizinkan pemegang barang
Jjaminan memanfaatkan barang tersebut selama berada
di tangannya, maka sebagian ulama Hanafiyah
membolehkan. Karena dengan adanya izin, maka tidak
ada halangan bagi pemegang barang jaminan untuk
memanfaatkannya. Namun sebagian ulama Hanafiyah
lainnya, ulama Malikiyah dan ulama Syafi’iyah
berpendapat bahwa meskipun pemilik barang
mengizinkannya, pemegang barang jaminan tidak boleh
memanfaatkan barang jaminan itu. Apabila barang
Jjaminan itu dimanfaatkan, maka hasil pemanfaatan
tersebut merupakan riba yang dilarang syara’ sekalipun
diizinkan dan diridai pemilik barang. Bahkan menurut
mereka, ridha dan izin dalam hal ini lebih cenderung

" Ibnu Rusyd, Biddyanl Mujtahid, Jilid I11, (Semarang: Asy-Syifa, 1996), 272.
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dalam keadaan terpaksa, karcinf-i khﬂ\‘:l;r.tl(.jtakdalkan
mendapatkan uang yang akan dipinjam. 5¢€ ?;Iﬂé llka‘am
masalah riba, izin dan ridha tidak berlaku.'" Berkaitap

dengan hal di atas, Rasul SAW bersabda sebagai berik yt:

USRI de Bl o Jyey JB JG s B o) b gl e
i Ly o
" . 3 azaii-

oy Uy O 1 iy oy U ASPPAS NG HIPE St o)
102 il algy) i by S s

- bers Rasul SAN: binatang

i vah ra. berkata : bersabda

o Hl;: l:x::;:;:angi sebagai imbalan atas nafkahnya
»dang digadaikan, dan sust hinatang yang diperah
bagol kanannya bila sedang

tunggangan bole

(makanannya) bila s ol o
L i i n atas

boleh diminum sebagai imbala \ N

digadaikan. Orang yang menunggangi dan meminum susu berkewajiban

untuk memberikan makanan. (HR. Bukhari)

Oleh karena itu, diusahakan agar dalam perjanjian gadai itu
dicantumkan ketentuan jika penggadai atau penerima gadai
meminta izin untuk memanfaatkan barang gadai, maka hasilnya
menjadi milik bersama.'” Ketentuan itu dimaksudkan untuk
menghindari tidak berfungsinya harta benda atau mubazir.

c. Shirkah
1) Pengertian

Kata shirkah dalam bahasa Arab berasal dari kata sharika,
Yashraku, sharikan/shirkatan/sharikatan ; artinya menjadi sekutu
atau serikat.'™ Kata dasarnya boleh dibaca shirkah, boleh juga
dibaca sharikah. Akan tetapi, dibaca shirkah lebih fasih (afsah).'%

Menurut arti asli bahasa Arab (makna etimologis), shirkah
adalah mencampurkan dug bagian atau lebjh sedemikian rupa

""" Haroen, Fikif Muamalar, 257,
" Abdillah, Al-Jamiaf Sahih, 78,

Khalil Un am, 10 nyawab tem, ang Berbagai as ern u
. Agama Me awab teny, Berb, M, h Ab Surabaya:
) vl 121 alah A adAIOdz el V

4 Munaww it, Al-Munayy . 765,
" al-Juziri, Kyip al-Figh, 58

60 Ay Gimalar dalam Tradys; Masyarakay Banjar

sehingga tidak dapat lagi dibedakan sary bagian dengan bagian
yang lainnya.'” Adapun menurut makna syariat, shirkah adalah
suatu a/-'agd antara dua pihak atau lebily, yang bersepakat untuk
melakukan suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan.'®’

Sementara menurut pendapat lain, bahwa shirkah secara
istilah ditemukan ada beberapa definisj yang dikemukakan oleh
ulama, yang antara lain;

a) Menurut Ulama Hanabilah

“Aqad antara dua orang yang berserikat pada pokok harta
(modal) dan keuntungan, "1

b) Menurut Ulama Malikiyah

“Izin untuk bertindak secara hukum bagi dua orang yang
bekerja sama terhadap harta merekq, "%

¢) Menurut Hasby As-Shiddigie

“Aqad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk
saling tolong-menolong dalam membagi keuntungannya. "’

2) Dasar Shirkah
Allah SWT berfirman:

pian o plblSl o 1870l ol ) Slomai Mo Shalls ] G
oz Gl 54l By 2l by Sblalllesy il 0 Y] an e
. _AJI‘JL-ﬁ) Yy Azl

% Tagiyuddin An-Nabhani, An-Nisdm al-lqtisdd Fi al-lsidm, (Beisut: Dir &)-Ummah, 1996),
Cet. IV, 146,

"7 Ibid., 146.

" Sabiq, Figh Sunnah, 931.

""" Ad-Dardir, Hashiyah Al-Dasugi, 384

""" Ash-Shiddieqi, Pengantar Fikih Muamalat, 89
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Dan bagimu (suami-suani) seperdua dari hartayang ditinggalkan
oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-

u itu mempunyai anak. Maka kamu mendapat seperempat dart

isterim '
h dipenuhi wasial yang mereka buat

harta yang ditinggalkannya sesuda v
atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh

seperempat harta yang kamu tinggalkan Jika kamu tidak mempunyai
anak. jika kamu mempunyar anak, Maka Para isteri memperoleh
seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat
yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika
seseorang mati, haik laki-laki maupun perempuan yang tidak
meninggalkan ayah dan tidak memnggalkan anak, tetapi mempunyai
seorang saudara laki-laki (setbu saja) atau seorang saudara perempuan
(seibu sajay. Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu
seperenam haria. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari
seorang, Maka mereka bersekutu dulam yang sepertiga itu, sesudah
dlpenululwasm! yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya
)‘Le””g‘i;;:l/:fa":lrl:nber; mudharat ﬂlrpadu ahliwaris). (Allah menetaphan
Tk Mk i ;f-:;h:lﬁﬂ} syari‘at yaryg benar-benar dari Allah, dan
lagi Maha Penyantun '

" al-Qur’in, 38 24
" al-Qur’in, 4 12,

62 > Mu amalat dalum Tradisi Masyarahay Bonjar

Shirkah hukumnya jd'iz (boleh), berdasarkan hadith Nabi
SAW berupa ragrir (pengakuan) beliau terhadap shurkah Hal it
diketahui oleh Rasulullah SAW dan beliau membenarkannya

dengan tagrir beliau.'’

3) Rukun shirkah yang pokok ada 3 (tiga) yaitu:
a) al-'aqd (ijib-qabul), discbut juga shighat;
b) Dua pihak yang ber al-'agd (*aqidini), syaratnya harus
memiliki kecakapan (ahliyah) melakukan rasharruf
(pengelolaan harta);

¢) Obycek al-"agd (mahal), disebut juga ma‘qud ‘alaihi, yang

mencakup pekerjaan (amal) dan/atau modal (mal) "™
4) Adapun syarat sah a/-"agd ada 2 (dua) yaitu:

a) Obyek al-"aqd nya berupa tasarruf, yaitu aktivitas
pengelolaan harta dengan melakukan al-‘agd - al-"agd |
misalnya al-'aqd jual-beli;

b) Obyek al-'agd nya dapat diwakilkan (wakalah), agar
keuntungan shirkal menjadi hak bersama di antara para
sharik (mitra usaha).'”

5) Macam-macam shirkah

An-Nabhani mengemukakan bahwa berdasarkan kajian dan
pemahaman terhadap berbagai hokum shirkah dan dahl-dahl yang
digunakan, paling tidak terdapat lima macam shirkah dalam Is-
lam, vaitu: a) shirkah indn; b) shirkah “abdan: c) shirkah
muddrabal;, d) shirkah wujih, dan ¢) shirkeh mufas adah '

"1 an-Nabhant, An-Negdm al-lqtisid, 151

S al-Jazn, Al-Figh, 69 Lihat, juza Abdat Aziz Al-Hayya, Ao Sharidar F1 4
Islampyah Wa Al-Qamin od-Wad 1 (Boma Ma'e sasah of Rosllah 19A2; 70

""" @n-Nabhant, An-Nedm al-Lyrsdd 146

" Ibed., 148
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hwa S hirkah Shar 'iJ’)’a},
can ba qma suka di antara g,
s;i mereka mengeluarky,
an modal bersama iy,
dengan syarat masing_
tungan sesuai dengay,

- eyl
1enyd

kant N 18-

h-Shav ar san
mam AS s 0as?

I.l d (temalisas‘) - o.masing dar!
terwuju Lebih, yang masti=m o emudi
ebih, 1.
orang atav curan terte! (gan,
al dalam ukurat = o untung

:

atke ceun
3 mcnd:lp R a ke
dikelola umulzm ereka mendap? Pl hirkah tersebut, namyp
antale

. : ~ epa
masing di e -erahkalll\ ?at dan suka sama Suka)
) a .
a sep reka, meskipun besarny,

ibagi rata a walaupun sahg,
I dlbaél- hal itu poleh dan sah, in lebih b n

dal tidak sama: maka kit sedang yang lain 'cOIh besay
moda. . 1

5ot hal seperti ini tidak mengapq_
, didasarkan atas suka samga

mod

. lapang dada.
suka, toleransi dan l; bilah, yang sah hanya empat macam,
ma Ha ’

—kah indn, ‘abdan, muddrabah, dan ?4’“_.]'12]1.. Mer?uiut
yaitu: slzzr(((fh indn, <ah hanya tiga macam, yalFu. shzrkai.z indn,
ulama Mallkl)’aha;ya“[ih Menurut ulama Shafi’iyah, ‘Zahlrlyah’
'aba;an, d?;a:"yﬁg sah.hanya shirkah indn dan muddrabah."'®
dan Imamiyan,

Menurut ular

a) Shirkah Indn _ .

Shirkah indn adalah shirkah antara dufi pihak atau lebih yang
masing-masing memberi konstribusi kerja ( amal)' dan modal
(mdl). Shirkah ini hukumnya boleh berdasarkan dalil as-Sunnah
dan Ijma Sahabat."’®

Contoh shirkah indn: A dan B insinyur teknik sipil. A dan B
sepakat menjalankan bisnis properti dengan membangun dan
menjualbelikan rumah. Masing-masing memberikan konstribusi

modal sebesar Rp 500 juta dan keduanya sama-sama bekerja dalam
shirkah tersebut.

""" Imam Ash-Shaukani, as-Sailul Jarrar I1I: 246 dan 248.
"™ az-Zuhaily, Al-Figh al-Isigmi Jilid IV, 795.

(1]

an-Nabhani, An-Ni=Gm al-lgtisid, 148.
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Dalam shirkah ini, disyaratkan modalnya harus berupa uang

(,mqfld); sedangkan barang (‘urid), misalnya rumah atau mobil,
tidak boleh dijadikan modal shirkah, kecuali jika b

arang itu
dihitung nilainya (gimah al- ‘uriq) pada saat al-

‘aqd .
Keuntungan didasarkan pada kesepakatan, sedangkan
kerugian ditanggung oleh masing-masing mitra usaha berdasarkan
porsi modal. Jika, misalnya, masing-masing modalnya 50%, maka
masing-masing menanggung kerugian sebesar 50%. “Kerugian
didasarkan atas besarnya modal, sedangkan keuntungan didasarkan
atas kesepakatan mereka (pihak-pihak yang ber-shirkah).™'>

b) Shirkah ‘Abdan

Shirkah ‘abdan adalah shirkah antara dua pihak atau lebih
yang masing-masing hanya memberikan konstribusi kerja (‘amal),
tanpa konstribusi modal (mdl). Konstribusi kerja itu dapat berupa
kerja pikiran (seperti pekerjaan arsitek atay penulis) ataupun Kerja
fisik (seperti pekerjaan tukang kayu, tukang batu, sopir, pemburu,
nelayan, dan sebagainya).'?' Shirkah ini disebut juga shirkah
‘amal."** Contohnya: A dan B. keduanya adalah nelayan, bersepakat
melaut bersama untuk mencari ikan. Mereka sepakat pula, jika
memperoleh ikan dan dijual, hasilnya akan dibagi dengan
ketentuan: A mendapatkan sebesar 60% dan B sebesar 40%.

Dalam shirkah ini tidak disyaratkan kesamaan profesi atau
keahlian, tetapi boleh berbeda profesi. Jadi, boleh saja shirkah
‘abdan terdiri dari beberapa tukang kayu dan tukang batu. Namun,
disyaratkan bahwa pekerjaan yang dilakukan merupakan pekerjaan

halal.'#; tidak boleh berupa pekerjaan haram, misalnya, beberapa
pemburu sepakat berburu babi hutan (celeng).

" 1bid., 151.
"' 1bid., 150.

"= al-Jaziri, Al-Figh, 67. Lihat, juga Abdul Aziz Al-} layyat. As-Sharikat Fi As-Shari'ah, 35
' an-Nabhani, An-Nizam al-Igtisdd, 150.
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Keuntungan yang dipcroleh dibagi. perdasar kill.l kesepakatan;
e Jan boleh jug? (idak sama di antara mitry,

nisbahnya boleh sama

mitra usaha (sharik).

Shirkah Muddrabah
kah antara dua pihak atg,

¢
. ; Jah shir
Shirkah mudarabah adf’. a = Y
|ebih dengan ketentuall; satu P'hak i emberikan l\ons.mbuSl kerja
ebih deng memberikan konstribusi moda|

dangka ihak lain
). seda kai oleh ulama Irak, scdangka,

e ddrabah dipa
ndl)."” [stilah muddraban '
i Hijaz menyebutnyd qird 125 Contoh: A sebagai pemody
rikan modalnya sebesar Rp

ulama
abb al-mdl) membe

(schib al-mal/r
juta kepada B
mudadrib) dalam
kelontong)-

Ada d

Pertama, dud pihak (
nodal,

adak sebagai pengelola modal (‘dmij

)rang berﬂ
n umum

usaha perdaganga (misal, usaha tokg

bagai variasi shirkah muddrabah
A dan B) sama-sama memberika,;
ak ketiga (katakanlah C)
pusi kerja saja- Kedua, pihak pertama
kan konstribusi modal dan kerja sekaligus
alnya B) hanya memberikan’
kerja. Kedua bentuk shirkah

ua bentuk lain s€
misalnya,
konstribusi I sementara pih

memberikan konstri
(misalnya A) memberi
sedangkan pihak kedua (mis
konstribusi modal, tanpa konstribusi

ini masih tergolong shirkah muq’cirabah.'26
Hukum shirkah ymuddrabah adalah jd'iz (boleh) berdasarkan
as-Sunnah Nabi Muhammad SAW daalam bentuk fagrir dan jjma’
Sahabat.'?’ Dalam shirkah ini, kewenangan melakukan tasharruf
hanyalah menjadi hak pengelola (muddrib/ ‘Gmil). Pemodal tidak
ruf. Namun demikian, pengelola

berhak turut campur dalam tashar
terikat dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh pemodal.

1 Ibid 152.

13 al-Jaziri, Al-Figh,
1% gn-Nabhani, An-Ngdm al-lqusad, 152.
T Ibid, 153

42, Lihat, juga az-Zuhaili, AI-Figh al-Islimi, 836.

66 a1
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-

akalah (perwaki
wak k (pl akilan), sementara seo;
kerusa a: harta atau kerugian dang ang wakil tj
mun demiki yang diwakj
RAmEE ikian, pengelola turut & divakil
kerugian itu terjadi karena k esengs; Menanggu
syarat-syarat yang ditetapkan OlehJaannya atau
pemodal.'®

dak menanggung
kan kepadanya.'*
ng kerugian, jika
karena melanggar

d) S hirkah Wujiith

Shirkah wujth di .
Disebut shirkah w -}Sebm Juga shirkah ‘alq
eokohan laui uj'uh Karena didasarkan ade-deiman. ™
prin w;'l}h dez:hllan (.Wlljl‘lh) seseorang ditpada kedudukan,
Jang samajsa adalah shirkah antara dua pihz:(n(g : syt
-sama m ; mi
pihak ketiga (misalim: eanan konstribusi kerja (‘]:ns:z:zloAj -
(mdl). Dalam hal iniy 'h) yang memberikan konsn-ibu’. chgan
AP 5 Pl ak .A dan B adalah tokoh o o
o abal m ini hakikatnya termasuk d masyarakat,
1 ah sehingga berlaku ketentuan ketelﬂllﬂm shirkah
E \tuan shirkah

muddrabah padanya.”!

Bentuk kedua shirkah wujiih adalah shi

4 : . shirka :
i;‘;:zb altl; :Zl;iabreli-eshtrkah dalam barang yang r/rzl:rncllizrzab((j:lllia s[e"ch
Fonstribusi modal dPefcayaZ.m pedagang kepada keduanya, tan ,
piE d.an masing-masing pihak."”? Misal: A’danp[‘;
wujiih, dengan cga e P(?dagang, Lalu A dan B ber-shirkah
ntsaloga € sec ra ’mer.nbeh barang dari seorang pedagang
memiliki 50% o kredit. A dan B bersepakat, masing-masi .
% dari barang yang dibeli. Lalu keduanya mcnjun:I

1™ Ibid., 152.
12 N
» Lihat, al-Hayyat, As-Sharikat Fi As-Shari'ah, 66
1 bid., 49. ‘
‘ an-Nabhani, An-Nizdm al-lgtisdd, 154.
2 bid,, 154.
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gannya dibagi dua, sedangkap harg,

keuntun
- (pedagang).

td

bzf:fni: iieikembalikan kepada C ‘
pokokn) shirkah wujih kedua 1nt, ReniuRgan g

Dalam epakatan, bukan berdasarkan prosentase barg,
dimiliki sedangkan kerugian ditanggung oleh
itra usaha berdasarkan prosentase barang
pukan berdasarkan kesepakatan. Shirkg)
termasuk dalam shirkah ‘abdan.'»

perdasarkan kes
dagangan yang
masing-masing mitra
dagangan yang dimitiki,
wujith kedua ini hakikatnya

Hukum kedua bentuk shirkah di atas adalah boleh, kareny
a sebenarnya termasuk shirkah muddrabah,
dua termasuk shirkah ‘abdan. Shirkah
bdan sendiri telah jelas kebolehannya

bentuk pertam
sedangkan bentuk ke
muddrabah dan shirkah ‘a
dalam syariat Islam."™*

Namun demikian, An-Nabhani mengingatkan bahwa
ketokohan (wyjiih) yang dimaksud dalam shirkah wujith adalah
kepercayaan finansial (thigah mdliyah), bukan semata-semata
ketokohan di masyarakat. Maka dari itu, tidak sah shirkah yang
dilakukan seorang tokoh (katakanlah seorang menteri atau
pedagang besar), yang dikenal tidak jujur, atau suka menyalahi
j@ji dalam urusan keuangan. Sebaliknya, sah shirkah wujtihyang
d!lak‘ukan oleh seorang biasa-biasa saja, tetapi oleh para pedagang
?i:;;“gﬁ?:a;;ef:iglikeperf:a?laan finansial (thigah mdliyah) ya“i
Keuangan ya dikenal jujur dan tepat janji dalam urusa
¢) Shirkah Mufiwadah

Shi -
ya’;kah mufitvadah adalah shirkah antara dua pihak 3
& Menggabungkan semua jenis shirkah di atas (S fa

abdan, mydg

, Muddrq .n . 7

™ Jhig, 15 Ydrabah, dan wujih).% Shirkah muf”“’”da
L. 154

" lbid, 154,

™ Ibid, 155.156,

lebih
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dalam pengertian ini, menurut An-Nabhani adalah boleh. Sebab,
setiap jenis shirkah yang sah ketika berdiri sendiri, maka sah pula
ketika digabungkan dengan jenis shirkah lainnya."”’

Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan
kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan jenis
shirkah-nya; yaitu ditanggung oleh para pemodal sesuai porsi
modal (jika berupa shirkah indn), atau ditanggung pemodal saja
(jika berupa shirkah muddrabah), atau ditanggung mitra-mitra
usaha berdasarkan persentase barang dagangan yang dimiliki (jika
berupa shirkah wujih).

Contoh: A adalah pemodal, berkonstribusi modal kepada B
dan C, dua insinyur teknik sipil, yang sebelumnya sepakat, bahwa
masing-masing berkonstribusi kerja. Kemudian B dan C juga
sepakat untuk berkonstribusi modal, untuk membeli barang secara
kredit atas dasar kepercayaan pedagang kepada B dan C.

Dalam hal ini, pada awalnya yang ada adalah shirkah ‘abdan,
yaitu ketika B dan C sepakat masing-masing ber-shirkah dengan
memberikan konstribusi kerja saja. Lalu, ketika A memberikan
modal kepada B dan C, berarti di antara mereka bertiga terwujud
shirkah muddrabah. Di sini A sebagai pemodal, sedangkan B dan
C sebagai pengelola. Ketika B dan C sepakat bahwa masing-masing
memberikan konstribusi modal, di samping konstribusi kerja,
berarti terwujud shirkah indn di antara B dan C. Ketika B dan C
membeli barang secara kredit atas dasar kepercayaan pedagang
kepada keduanya, berarti terwujud shirkah wujith antara B dan C.
Dengan demikian, bentuk shirkah seperti ini telah menggabungkan
semua jenis shirkah yang ada, yang disebut shirkah mufawadah.

' an-Nabhani, An-Nizdm al-Iqtisdd. 156.
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